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m Kepatuhan kewajiban pelaporan pemilik manfaat oleh 120 Perusahaan Tambang Mineral
dan Batubara dengan kontribusi pembayaran pajak dan sumbangan penerimaan negara
bukan pajak (PNBP) terbesar berdasarkan data dari Extractive Industries Transparency
Initiative (EITI) Indonesia, meski memiliki nilai yang tinggi, namun tidak mampu
memberikan gambaran yang akurat tentang profil industri pertambangan mineral dan
batubara.

m Analisis dengan dua studi kasus memperlihatkan bahkan dalam satu grup usaha yang
diakui sendiri oleh entitas induknya, banyak korporasi yang tidak melaporkan secara
konsisten pemilik manfaat utamanya.

m Dengan ketersediaan pelaporan saat ini, untuk dapat digunakan secara baik dalam
rangka pencegahan pencucian dan pendanaan terorisme secara tepat, verifikasi yang
intensif perlu dilakukan terhadap seluruh data pemilik manfaat yang dilaporkan oleh
para korporasi di bidang pertambangan.

m Identifikasi orang-orang dengan pengaruh politik signifikan di bidang pertambangan
yang cukup dominan menunjukkan bahwa sektor usaha pertambangan tidak hanya
sensitif terhadap kuasa dan dinamika politik, tetapi juga menggambarkan kerentanan
benturan kepentingan dan risiko korupsi.

m Tingkat kepatuhan dan ketidakakuratan terbukti berulang kali menyebabkan tidak
efektifnya penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi sektor pertambangan yang
melibatkan korporasi.

Sangkalan

Tulisan ini tidak punya tujuan untuk melakukan tuduhan atau diposisikan sebagai tuduhan
atas pelanggaran hukum. Penyampaian data pemilik manfaat juga tidak untuk
mengatribusikan nama tersebut pada identitas tertentu, kecuali sebatas bahwa nama-nama
tersebut dinyatakan dalam situs Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Perusahaan.
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Latar Belakang

ektor pertambangan merupakan sektor yang sangat penting bagi perekonomian

Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sektor

pertambangan menyumbang realisasi penerimaan pajak terbesar ke-4 sebesar 9,4% (+
Rp 175 triliun) dari total penerimaan pajak sebesar Rp 1.869,23 triliun di tahun 2023." Namun
demikian, sektor pertambangan juga seringkali dipandang sebagai salah satu sektor yang
menyebabkan berbagai beban sosial.? Selain berbagai persoalan kerusakan lingkungan?®,
sektor pertambangan juga rentan terhadap berbagai permasalahan dan kriminalitas lain
seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.* Risiko korupsi korupsi dan konflik
kepentingan di sektor tambang tinggi®, karena dalam banyak kasus melibatkan oknum-
oknum yang memiliki kepentingan tersembunyi dan mengendalikan perusahaan tambang
meski tidak secara resmi tercatat dalam dokumen perusahaan. Hal ini menghambat upaya
pemerintah dan masyarakat dalam mengawasi dan mengelola sumber daya alam secara
berkelanjutan.®

T Annur., Cindy. (1 Februari 2024). Ini 8 Sektor Penyumbang Pajak Terbesar Indonesia sepanjang 2023.
Katadata.

2 Mancini., Lucia, dan Sala., Serenella. (2018). Social impact assessment in the mining sector: Review and
comparison of indicators frameworks. Resources Policy, Volume 57, Pages 98-111.
Transparency International Indonesia. (2024). Industri Keruk Nikel: Korupsi Struktural dan Dampak
Multidimensinya, Studi Kasus di Halmahera Timur dan Tengah.

3 Fajri,, Daniel. (9 Agustus 2024). Jokowi Sebut Sektor Pertambangan Paling Merugikan Lingkungan. Tempo.

4 Baker., Jacqui dan Milne., Sarah. (2015). Dirty Money States: lllicit Economies and the State in Southeast
Asia. Critical Asian Studies, 47:2, 151-176.

5 Nagara., Grahat, Yazid., Ferdian, dan Atikah., Gita. (2023). Penilaian Risiko Korupsi Perizinan dan
Pengawasan Usaha Pertambangan di Indonesia. Transparency International Indonesia.

6 Bersihkan Indonesia. (2018). Coalruption: Elit Politik dalam Pusaran Bisnis Batu Bara. Greenpeace, JATAM,
ICW dan Auriga.
Transparency International Indonesia. (2024). Industri Keruk Nikel: Korupsi Struktural dan Dampak
Multidimensinya, Studi Kasus di Halmahera Timur dan Tengah

Laporan Pemilik Manfaat Perusahaan Tambang di Indonesia | 1


https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/01/ini-8-sektor-penyumbang-pajak-terbesar-indonesia-sepanjang-2023
https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2018.02.002
https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2018.02.002
https://ti.or.id/books/industri-keruk-nikel-korupsi-struktural-dan-dampak-multi-dimensinya/
https://ti.or.id/books/industri-keruk-nikel-korupsi-struktural-dan-dampak-multi-dimensinya/
https://nasional.tempo.co/read/1901785/jokowi-sebut-sektor-pertambangan-paling-merugikan-lingkungan
https://doi.org/10.1080/14672715.2015.1041273
https://doi.org/10.1080/14672715.2015.1041273
https://ti.or.id/wp-content/uploads/2023/12/MACRA-Penilaian-Risiko-Korupsi-Perizinan-Pegawasan-tambang-di-Indonesia-LYTD.pdf
https://ti.or.id/wp-content/uploads/2023/12/MACRA-Penilaian-Risiko-Korupsi-Perizinan-Pegawasan-tambang-di-Indonesia-LYTD.pdf
https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2018/12/727d7a2d-coalruption-english-web.pdf
https://ti.or.id/books/industri-keruk-nikel-korupsi-struktural-dan-dampak-multi-dimensinya/
https://ti.or.id/books/industri-keruk-nikel-korupsi-struktural-dan-dampak-multi-dimensinya/

Tidak hanya Indonesia sebagai negara yang dipersepsikan memiliki situasi korupsi yang
semakin memburuk jika dilihat dari penurunan skor Corruption Perception Index (CPI) dalam
beberapa tahun terakhir—dari skor 40 di tahun 2019 menjadi ke angka 34 di tahun 2023,”
Sektor pertambangan kerap dipandang sebagai lahan basah praktik korupsi. Berdasarkan
hasil survey terhadap para pebisnis, praktik korupsi dan penyuapan di sektor pertambangan
dianggap paling lazim terjadi dibandingkan sektor-sektor usaha lainnya.® Survey lainnya
terhadap pebisnis sektor pertambangan menemukan hasil bahwa perusahaan yang
memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) didominasi oleh korporasi yang memiliki
hubungan dekat dengan elit politik dan pemerintahan.® Simpulan yang sama ditemukan
berdasarkan hasil penelusuran dokumen dan observasi lapangan mengungkapkan bahwa
pemilik perusahaan yang tercantum dalam Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) berbeda dengan fakta yang sebenarnya di
lapangan, diantaranya adalah para elite politik dan anggota legislatif.’

Praktik korupsi di pertambangan secara terang-terangan menunjukkan hal tersebut, misalnya
pada korupsi perizinan usaha tambang yang menjerat mantan Gubernur Sulawesi Tenggara,
Nur Alam, pada tahun 2017. Pada kasus ini terlihat bagaimana korporasi dapat dimanfaatkan
menyembunyikan kepentingan pribadi Nur Alam untuk mendapatkan keuntungan dari
kegiatan usaha pertambangan. Setelah meminta lahan dari VALE INDONESIA, PT
(sebelumnya INCO, PT), tahun 2009, Nur Alam menerbitkan izin usaha pertambangan kepada
ANUGRAH HARISMA BARAKAH, PT. Perusahaan yang telah diatur juga bersama beberapa
orang lain agar 2 persen saham diantaranya dialihkan untuk Nur Alam melalui pemegang
saham atas nama, lkhsan Rifani.'"" Tanpa memahami relasi PT AHB dengan Nur Alam,
mungkin akan sulit untuk menemukan kejahatan korupsi yang terjadi. Persoalan ini tidak unik
terjadi di Indonesia, kajian lain menemukan bahwa dari 100 kasus korupsi perizinan sektor
ekstraktif di tingkat global, lebih dari setengah kasus tersebut mengidentifikasi pola umum
bahwa orang dengan pengaruh politik (Politically Exposed Person) menjadi pemilik manfaat
akhir dari perusahaan yang mendapat izin di sektor ekstraktif.'?

7 Transparency International Indonesia. (30 Januari 2024). Indeks Persepsi Korupsi 2023: Pemberantasan
Korupsi Kembali ke Titik Nol.

8 Kenny., Paul dan Warburton., Eve. (2021). Paying Bribes in Indonesia: A Survey of Business Corruption. New
Mandala.

9 Sauri.,, Sofiyan (ed.). (2020). Tantangan Integritas Bisnis Tambang di Indonesia. Universitas Paramadina.

10 Zuada, La Husen., Afdalia., Nadhira. Kafrawi., M dan Nutfa., M. (2023). Modus operandi korupsi pada masa
pertumbuhan pertambangan nikel di Sulawesi Tengah: Perspektif 'Elite Capture'. Integritas: Jurnal Anti
Korupsi Vol. 9, No. 1, 2023.

Gecko Project. (7 Juni 2018). Indonesia For Sale: How corrupt elections fuel the sell-off of Indonesia's
natural resources. Mongabay dan Gecko Project.

Transparency International Indonesia. (2024). Industri Keruk Nikel: Korupsi Struktural dan Dampak
Multidimensinya, Studi Kasus di Halmahera Timur dan Tengah.

1 Khafifah., Nur, Mubarok., Adhim, dan Rahadian., Taufik. (15 Januari 2018). Saksi Akui Beri Mobil untuk
Terdakwa Korupsi Gubernur Sultra Nur Alam. Kumparan News.
Republik Merdeka. (19 Desember 2017). .PT AHB Dapat Izin Tambang di Lahan Konsesi PT INCO.

12 Sayne,, Gillies, dan Watkins. (2017). Twelve Red Flags: Corruption Risks in the Award of Extractive Sector
License and Contracts.

N

| Laporan Pemilik Manfaat Perusahaan Tambang di Indonesia
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https://www.newmandala.org/wp-content/uploads/2021/01/Paying-bribes-in-Indonesia_formatted.pdf
https://repository.paramadina.ac.id/151/
https://geckoproject.id/id/articles/how-corrupt-elections-fuel-the-sell-off-of-indonesia-s-natural-resources/
https://geckoproject.id/id/articles/how-corrupt-elections-fuel-the-sell-off-of-indonesia-s-natural-resources/
https://ti.or.id/books/industri-keruk-nikel-korupsi-struktural-dan-dampak-multi-dimensinya/
https://ti.or.id/books/industri-keruk-nikel-korupsi-struktural-dan-dampak-multi-dimensinya/
https://kumparan.com/kumparannews/saksi-akui-beri-mobil-untuk-terdakwa-korupsi-gubernur-sultra-nur-alam
https://kumparan.com/kumparannews/saksi-akui-beri-mobil-untuk-terdakwa-korupsi-gubernur-sultra-nur-alam
https://rmol.id/read/2017/12/19/318880/pt-ahb-dapat-izin-tambang-di-lahan-konsesi-pt-inco
https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/corruption-risks-in-the-award-of-extractive-sector-licenses-and-contracts.pdf
https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/corruption-risks-in-the-award-of-extractive-sector-licenses-and-contracts.pdf

Tidak aneh apabila konglomerat atau elit politik memiliki puluhan perusahaan dan aset yang
tersebar diberbagai yurisdiksi, untuk melindungi aset mereka. Bocornya dokumen hukum dan
keuangan dari yurisdiksi lepas pantai, mulai dari Panama Papers, Paradise Papers, dan
terakhir Pandora Papers tahun 2021, misalnya, mengungkapkan lebih dari 700 ribu nama
pejabat publik dan orang-orang dengan pengaruh politik dari seluruh dunia. Akan tetapi, cara
itu sangat mudah disalahgunakan dan berisiko tinggi ketika memberikan peluang pada
korporasi untuk mengalihkan aset ilegal atau membiayai berbagai kejahatan, misalnya
korupsi. Memang secara umum pun, koruptor dan pelaku pencucian uang sudah banyak
terbiasa dengan praktik menggunakan badan hukum sebagai alat untuk menyembunyikan
aset ilegal maupun menghilangkan bukti kejahatan. Untuk Pandora Papers saja setidaknya
11,9 juta dokumen dari yang berisi akta-akta dan perjanjian rahasia atas aset tidak hanya
milik politisi dan pimpinan negara, tetapi termasuk juga selebriti, konglomerat, dan pelaku
kriminal."® Korporasi atau badan hukum memang merupakan alat yang efektif untuk
melakukan hal tersebut, karena memberikan kemungkinan terbentuknya lapisan pembatas
informasi bagi pelaku kejahatan, terutama apabila struktur kepemilikan dan kendali
perusahaan itu semakin rumit.

Selain menjadi persoalan benturan kepentingan, kemudahan dan keleluasaan untuk
menyembunyikan peran dan harta dalam korporasi juga berkontribusi terhadap semakin
banyak pejabat publik atau orang-orang dengan pengaruh politik yang tinggi yang namanya
ditemukan juga terhubung dengan korporasi-korporasi, baik itu secara langsung maupun
melalui perantara. Di sisi lain, temuan-temuan itu juga menggarishawahi bahwa mitigasi
risiko pencucian uang dan korupsi mensyaratkan instrumen yang efektif untuk
mengidentifikasi pemilik manfaat badan hukum dan mencegah praktik anonimitas pemilik
manfaat oleh badan hukum. Penerbitan dan implementasi Peraturan Presiden tentang Prinsip
Mengenali Pemilik Manfaat 2018 di Indonesia oleh karenanya merupakan langkah penting
untuk mendukung pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
Apalagi kemudian rezim kewajiban pelaporan informasi pemilik manfaat ini kemudian juga
dibarengi dengan keterbukaan informasi terhadap data pemilik manfaat secara luas.
Keterbukaan data pemilik manfaat diharapkan dapat secara strategis mengarahkan
penegakan hukum untuk berjalan lebih efektif dengan menjerat individu-individu yang
dianggap sebagai pemilik manfaat (beneficial owner) dari perusahaan yang melakukan tindak
pidana korupsi.'

13 International Consortium of Investigative Journalist. (9 Mei 2016). ICIJ releases Panama Papers offshore
company data.

4 Kompas. (26 Juni 2024). Apakah penetapan tersangka kasus Timah berhenti di level operator?.
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Kerangka Regulasi Prinsip
Mengenali Pemilik Manfaat di Indonesia

etelah resmi menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF), posisi Indonesia
Sdalam penguatan rezim transparansi pemilik manfaat (beneficial ownership
transparency) ditunggu banyak pihak.™
“Since then, Indonesia has worked to deliver on an action plan to address the key
technical and effectiveness issues identified during the evaluation. Based on the
country's strong political commitment to complete the remaining items on its action
plan and the continuing progress to improve its national AML/CFT/CPF programme,
the Plenary agreed to grant Indonesia membership in the FATF, effective at the end of
this Plenary. Indonesia will benefit from full membership rights and will be expected to
meet the obligations of FATF membership. With Indonesia's accession to membership,
there are now 40 members in FATF, including all G20 countries.”

Setidaknya terhadap dua hal yang menjadi tantangan pelaksanaan keterbukaan informasi
pemilik manfaat: 1) penggunaan data informasi pemilik manfaat, dan 2) tingkat akurasi
informasi pemilik manfaat.'® Terutama mengingat Indonesia menjadi salah satu negara yang
secara progresif memberikan akses publik terhadap informasi pemilik manfaat, seperti
halnya, sejumlah kecil beberapa negara lain seperti Inggris dan Denmark.'” Di antara negara-
negara ASEAN, Asia Tenggara dan Timor Leste, misalnya, hanya Indonesia yang menyediakan
akses terhadap data pemilik manfaat secara terbuka kepada publik luas.® Informasi ini dapat
diakses secara langsung melalui Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi:
https://ahu.go.id/pencarian/ profil-pemilik-manfaat.

15 Financial Action Task Force. (27 Oktober 2023). Outcomes FATF Plenary, 25-27 October 2023.
Abubakar., Arlyana. (8 November 2023). Untung Rugi Indonesia Jadi Anggota FATF. Bisnis Indonesia.
Financial Action Task Force. (tanpa tahun). Indonesia's measures to combat money laundering and terrorist

financing.

16 Rosidaini., Hani, dan Low., Peter. (2022). Beneficial Ownership transparency in Indonesia: Current regime
and next steps. Extractive Industries Transparency Initiative International Secretariat and Open Ownership.

7 Hattens., Christian. (2022). Beneficial Ownership: Experience from Denmark. Transparency International.

18 Lim., Anne Li. (2024). Implementation of Beneficial Ownership Transparency in ASEAN Member States and
Timor-Leste. UNODC Regional Office for Southeast Asia and the Pacific (ROSEAP).
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https://ahu.go.id/pencarian/%20profil-pemilik-manfaat
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-fatf-plenary-october-2023.html
https://ekonomi.bisnis.com/read/20231108/9/1712248/opini-untung-rugi-indonesia-jadi-anggota-fatf
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/Mer-indonesia-2018.html
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/Mer-indonesia-2018.html
https://eiti.org/sites/default/files/2022-10/Beneficial%20ownership%20transparency%20Indonesia.pdf
https://eiti.org/sites/default/files/2022-10/Beneficial%20ownership%20transparency%20Indonesia.pdf
https://transparency.dk/wp-content/uploads/2022/08/TI-Beneficial-Owners-Conference-report-Experiences-from-Denmark.pdf
https://www.unodc.org/roseap/uploads/documents/Publications/2024/Implementation_of_Beneficial_Ownership_Transparency_in_ASEAN_Member_States_and_Timor-Leste.pdf
https://www.unodc.org/roseap/uploads/documents/Publications/2024/Implementation_of_Beneficial_Ownership_Transparency_in_ASEAN_Member_States_and_Timor-Leste.pdf

Peraturan Presiden tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat 2018 di Indonesia mengatur
bahwa semua perusahaan, tanpa terkecuali, baik yang sedang menjalankan bisnis maupun
yang masih dalam proses pendaftaran sebagai badan hukum, diwajibkan untuk
mengidentifikasi dan melaporkan pemilik manfaat mereka paling lambat pada bulan Maret
2019." Ketentuan ini berlaku secara universal bagi semua perusahaan yang berdomisili di
Indonesia dan harus diperbarui setiap kali ada perubahan pada pemilik manfaat atau
setidaknya sekali dalam setahun?’ Untuk memastikan kepatuhan dan memperjelas
persyaratan ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) juga telah
mengeluarkan pedoman pelaksanaan pelaporan pemilik manfaat pada tahun 2019. Pedoman
ini berisi panduan yang lebih rinci dan praktis mengenai kriteria mendefinisikan seseorang
sebagai pemilik manfaat, cara pelaporan dan pemutakhiran data pemilik manfaat, sehingga
perusahaan dapat mematuhi regulasi dengan lebih baik dan transparan.?'

Sumber Foto : pexel.com

19 Lihat Pasal 30 Perpres Mengenali Pemilik Manfaat 2018, “...penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Presiden ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak
Peraturan Presiden ini berlaku."

20 Lihat Pasal 21 Perpres Mengenali Pemilik Manfaat 2018, “Korporasi wajib melakukan pengkinian informasi
PemilikManfaat secara berkala setiap 1 (satu) tahun."

21 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip
Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi 2019 (Permenkumham 15/2019).
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Gambar 1.
Contoh tampilan layar hasil pencarian
pemilik manfaat di Indonesia
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Sumber: Laman sistem pemilik manfaat
dalam Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi.

Saat ini informasi pemilik manfaat badan hukum yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan
HAM dapat digunakan untuk penguatan tata kelola dan akuntabilitas di berbagai sektor,
termasuk sumber daya alam. Misalnya saja, di sektor pertambangan, peserta lelang wilayah
izin usaha pertambangan (WIUP) juga diwajibkan untuk menyampaikan data pemilik
manfaatnya.?? Tidak hanya itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) juga
mencatat dan membuka data pemilik manfaat, kepemilikan, dan pengurus kegiatan usaha
pertambangan di dalam sistem informasi Minerba One Data Indonesia (MODI). Contoh sejenis
ini seharusnya dapat ditiru oleh sektor lainnya yang penting, sehingga dapat menjadi uji
akuntabilitas yang kritis untuk berbagai sektor sumber daya alam lainnya.?

22 Pperaturan Pemerintah tentang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 2024 (PP 96/2021 jo. PP
25/2024).

23 Gecko Project. (16 September 2019). Kala Indonesia Berupaya Akhiri Kongkalikong Korporasi Penghancur
Hutan Papua.
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esdm.go.id,
RIWAYAT
1. Profil Perusahaan
Alamat
Direksi
Perizinan

Data Perusahaan
2. Alamat Perusahaan

3. Pemilik / Pemegang
saham

Gambar 2.
Contoh tampilan layar informasi kepemilikan dan
kepengurusan perusahaan pertambangan

Kode Perusahaan

Nama Perusahaan

7516

TEGUH SINARABADI

Jenis Badan Usaha PT
No. Akte
Tgl. Akte

Peruntukan Contact
No Alamat Alamat Person
1 HEAD GEDUNG OFFICE 8 LANTAI 30 UNIT B JALAN SENOPATI NO

OFFICE 8B SENAYAN KEBAYORAN BARU KOTA ADM JAKARTA

SELATAN DKI JAKARTA 12190
Asal Persentase

No Jenis  Nama Negara (%) Keterangan
1 PT Bayan Resources Indonesia 75
2 PT Bayan Energi Indonesia 25

Sumber: Laman sistem informasi Minerba One Data Indonesia (MODI)
yang dikelola KESDM.

MINERBA ONE DATA INDONESIA

8 |
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Catatan terkait definisi dan kewajiban mengenali pemilik manfaat

Ruang lingkup pemilik manfaat badan hukum di Indonesia diatur dengan cukup luas, meliputi
kategori kepemilikan berbasis saham dan pengendalian terhadap operasional perusahaan. *
Pengaturan yang luas ini memang baik untuk mengantisipasi berbagai bentuk pengendalian
badan hukum oleh individu orang tertentu yang disebut sebagai pemilik manfaat utama
(ultimate beneficial owner, UBO). Dengan demikian, pun jika pemilik manfaat yang mengatur
perusahaan dan atau aset dari perusahaan tidak tercatat sebagai pemegang saham, maka
tetap dapat diidentifikasi dan dilaporkan berdasarkan bentuk pengendalian lainnya.?® Bentuk
pengendalian ini pun diatur cukup luas dan luwes, meliputi tidak hanya mengatur
pengangkatan pengurus (corporate executives), tetapi juga berbagai bentuk lain termasuk
mendapatkan manfaat langsung dari perusahaan. Asumsinya, korporasi yang memiliki itikad
baik untuk mendaftarkan pemilik manfaatnya tidak terhalang oleh kriteria dan definisi dalam
regulasi untuk melaporkan pemilik manfaatnya.

Gambar 3.
Ruang lingkup pemilik manfaat
menurut Perpres Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat 2018

Mengangkat &
Membsrentikan @ Memiliki
engurus
Saham
diatas 25%
Mengendalikan
Korporasi O
tanpa Otorisasi
dari Pihak Lain Hak Suara
diatas 25%
Menerima
Manfaat dari O
Perseroan Keuntungan
diatas 25%
Pemilik Modal O Laba
Perseroan yang —
Sebenarnya

24 |lhat Pasal 4 ayat (1) dan (2) Perpres Mengenali Pemilik Manfaat 2018.

25 Knobel., Andres dan Meinzer., Markus. (2016). Drilling Down the Real Owners. Tax Justice Network.
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Tantangan dari bentuk pengaturan definisi pemilik manfaat yang demikian adalah adanya
kebutuhan untuk verifikasi akurasi yang memadai. Walaupun, definisi yang luas seperti
pengendalian dengan bentuk non kepemilikan atau tanpa basis legal, pada praktiknya tidak
mudah untuk diuji.?® Tanpa proses verifikasi yang memadai, ditambah lagi dengan kriteria
yang luas, badan hukum dapat melaporkan pihak-pihak yang bukan pemilik manfaat
sebenarnya, sembari tetap memenuhi kewajiban identifikasi pemilik manfaatnya.?” Persoalan
seperti ini telah beberapa kali menjadi temuan organisasi masyarakat sipil ketika mencoba
melihat data pemilik manfaat di sektor lain, seperti perkebunan dan serat kayu (lihat Kotak
1), yang misalnya, menemukan bahwa perusahaan yang terafiliasi dengan grup-grup besar
tidak jarang menggunakan nama-nama pengurus perusahaan untuk didaftarkan sebagai
pemilik manfaat, meski patriark pendirinya diketahui publik luas.

Kotak 1. Perbandingan kepatuhan di sektor lainnya

Analisis di sektor serat kayu (pulp), oleh Transparency International Indonesia (TlI),
Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK Indonesia), Publish What You Pay
(PWYP), dan Woods and Wayside International (WWI) pada awal 2024 lalu,
menemukan bahwa dari total 284 perusahaan yang dianalisis, sebanyak 229
perusahaan (atau 80%) telah mematuhi dan melaporkan informasi pemilik manfaat
mereka. Meski demikian, angka kepatuhan ini masih menjadi persoalan, karena
dibarengi dengan temuan bahwa beberapa perusahaan yang melaporkan pemilik
manfaat sebagai perusahaan luar negeri atau eksekutif senior perusahaan, yang
seharusnya mengindikasikan individu perorangan. Hal ini menunjukkan adanya
tantangan dalam akurasi dan verifikasi laporan pemilik manfaat. Beberapa nama
penting, seperti Sukanto Tanoto dari APRIL Group, tidak tercantum dalam laporan
pemilik manfaat, meskipun secara luas diketahui sebagai pengendali utama.

2 Knobel., Andres. 2023. Why beneficial ownership frameworks aren't working and what to do about it. Tax
Justice Network.

27 Greenpeace Indonesia. (2024). Pura-pura Buka Data: Praktik Pengungkapan Pemilik Manfaat Korporasi
Bisnis Kelapa Sawit di Indonesia, Indonesia.
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https://taxjustice.net/reports/why-beneficial-ownership-frameworks-arent-working-and-what-to-do-about-it/
https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2024/01/b037c495-2024-pura-pura-buka-data_rev02_300124_cover-b.pdf
https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2024/01/b037c495-2024-pura-pura-buka-data_rev02_300124_cover-b.pdf
https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2024/01/b037c495-2024-pura-pura-buka-data_rev02_300124_cover-b.pdf
https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2024/01/b037c495-2024-pura-pura-buka-data_rev02_300124_cover-b.pdf

Praktik ini sebenarnya menjadi perhatian Financial Action Task Force (FATF) sehingga
kemudian pada Maret 2022 lalu mengusulkan perubahan Rekomendasi No. 24 terkait dengan
identifikasi pemilik manfaat, utamanya dengan menekankan perlunya cara-cara untuk
mencegah penyalahgunaan praktik pinjam nama atau nominee terhadap pemegang saham
dan pengurus perusahaan untuk aktivitas tindak pidana pencucian uang.?® Dalam hal ini
maksudnya, mencegah tidak ada modus pinjam nama untuk menyembunyikan pemilik
manfaat yang sebenarnya. Merespon konsultasi publik terhadap usulan perubahan
rekomendasi FATF tersebut, Transparency International menyampaikan pentingnya
memastikan ketersediaan sistem pendaftaran data pemilik manfaat sebenarnya yang dapat
diakses publik luas.?’

28 Financial Action Task Force. (2020). FATF Guidance on Beneficial Ownership Recommendation 24 - Public
Consultation.

2 Transparency International. (2021). A new global standard on beneficial ownership transparency.
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Praktik Keterbukaan Pemilik Manfaat
di Sektor Tambang di Indonesia

Metode dan Data

Catatan ringkas ini mengumpulkan data pemilik manfaat di sektor pertambangan terhadap
120 perusahaan yang memegang izin usaha pertambangan. Pemilihan 120 perusahaan
pertambangan ini dilakukan berdasarkan data laporan Extractive Industries Transparency
Initiative (EITI) Indonesia terkait dengan pembayaran pajak dan sumbangan penerimaan
negara bukan pajak (PNBP) terbesar ke Indonesia pada tahun 2021.% Setidaknya 95%
kontribusi PNBP di sektor pertambangan dihasilkan dari 120 perusahaan itu menurut data
EITI. Berdasarkan informasi yang terangkum di dalam sistem Minerba One Data Indonesia
(MODI) yang dikelola oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, saat ini tercatat
setidaknya 7.225 perusahaan tambang, sehingga meski kontribusi penerimaan negaranya
tinggi, 120 perusahaan yang dikaji merepresentasi 1,7 persen total perusahaan yang
menjalankan kegiatan usaha pertambangan.

Keseluruhan data pemilik manfaat diperoleh dengan mengakses piranti keterbukaan
informasi pemilik manfaat yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
melalui alamat elektronik: https://ahu.go.id/pencarian/profil-pemilik-manfaat. Berdasarkan
pengumpulan data itu teridentifikasi setidaknya, 110 nama yang terdaftar sebagai pemilik
manfaat. Seluruh pelaporan pemilik manfaat tersebut tercatat sebagaimana Lampiran 1.

30 Daftar perusahaan diperoleh melalui formulir Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) Indonesia.
Diakses melalui https://drive.esdm.go.id/wl/?id=1P6eBAvTgoEjJUtxSiRJ7d21hryDiVSa&path=Panduan -

Pengisian%20Formulir%20untuk%20Perusahaan%20Minerba -EITI-9.pdf&mode=list
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Laporan pemilik manfaat merupakan laporan yang disampaikan oleh perusahaan kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana kewajiban dalam Perpres Pemilik
Manfaat 2018. Perlu diperhatikan bahwa pelaporan pemilik manfaat dapat berubah-ubah
tergantung pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan. Data pemilik manfaat dikumpulkan
pada periode Juni 2024 sampai dengan Agustus 2024.3' Sehingga data ini dipandang valid
pasca periode pengumpulan data setidaknya sampai kemudian perusahaan melakukan
perubahan laporan pemilik manfaat ke dalam sistem yang dikelola oleh Kemenkumham.
Selain itu, pada beberapa perusahaan tambang, terhadap data yang telah dikumpulkan juga
dilakukan pembersihan misalnya dengan menyeragamkan nama maupun memperbaiki
kesalahan input data terhadap nama-nama yang diidentifikasi merupakan orang yang sama.

Selain mengidentifikasi informasi pemilik manfaat berdasarkan data yang dilaporkan ke
dalam sistem informasi pemilik manfaat, terhadap 120 perusahaan juga dilakukan analisis
terhadap pengurus dan pemegang saham perusahaan. Data-data itu dikumpulkan dengan
mengakses sistem informasi Minerba One Data Indonesia (MODI) yang dikelola oleh
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pengumpulan data dari MODI dilakukan pada
periode waktu Juni 2024 hingga Agustus 2024. Berdasarkan pengumpulan data-data
tersebut ditemukan 182 nama orang yang terhubung dengan berbagai perusahaan-
perusahaan tambang baik sebagai pengurus, pemegang saham, maupun pemilik manfaat.

ahu.go.id y In ©@ @

' X

AHU Badan Usaha AHU Wasiat AHU Pewarganegaraan AHU Kewarganegaraan

Informasi lebih detail

& 2

AHU Legalisasi-Apostille AHU Partai Politik AHU Koperasi AHU Pemilik Manfaat

Korporasi

@ Perseroan

Perorangan

Panduan Balai Harta Peninggalan AHU Kurator dan AHU Perseroan

Pengurus Perorangan

31 Untuk pemutakhiran penelitian ini kembali mengumpulkan data pemilik manfaat pada bulan September
2024.
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Gambar 4.
Pembersihan dilakukan terhadap individu berulang
dalam laporan pemilik manfaat

O 5 ahu.go.id B

@

Detail

(«

PEMILIK MANFAAT:
1. MARIA TIURMA
Alamat Korespondensi: Pondok Indah Office Tower 3 Lt. 3 JI. Sultan Iskandar Muda Kav V-ta Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi Dki
Jakarta
Kriteria:
A. Memiliki saham |ebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.
B. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.
C. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun.
D. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris.
2. MARIA TIURMA
Alamat Korespondensi: Pondok Indah Office Tower 3 Lt. 3 JI. Sultan Iskandar Muda Kav V-ta Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi Dki
Jakarta
Kriteria:
E. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun.
F. Menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau
G. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.
3. MARIA TIURMA
Alamat Korespondensi: Pondok Indah Office Tower 3 Lt. 3 JI. Sultan Iskandar Muda Kav V-ta Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi Dki
Jakarta
Kriteria:
E. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun.
F. Menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau
G. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.

Sumber: Laman sistem pemilik manfaat dalam Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi,
untuk korporasi JORONG BARUTAMA GRESTON, PT.

Pemilahan dilakukan terhadap data-data itu terhadap orang perorangan yang memiliki
kualifikasi sebagai orang dengan pengaruh politik (politically exposed person, atau lazim
dikenal sebagai PEP). Berdasarkan pengumpulan informasi yang dilakukan, teridentifikasi
setidaknya 97 nama sebagai orang dengan pengaruh politik, 2 diantaranya juga dilaporkan
sebagai pemilik manfaat, yang terhubung dengan 102 perusahaan tambang dari daftar.
Pemilahan profil orang dengan pengaruh politik tinggi dianggap penting karena posisi, status,
dan pengaruhnya dalam pemerintahan yang signifikan sehingga memiliki kerentanan korupsi
dan pencucian uang yang lehih tinggi ketimbang individu tanpa jabatan. 2

32 Menz., Mario. (July 17, 2021). Show Me the Money — Managing Politically Exposed Persons (PEPs) Risk in
UK Financial Services. Journal of Financial Crime, Forthcoming.
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Tabel 1.
Klasifikasi PEP atau orang dengan pengaruh politik berdasarkan PerkaPPATK
Kategori Pengguna Jasa Berpotensi Tindak Pidana Pencucian Uang 2015.

‘ Jenis PEP ‘ Contoh

Presiden, Menteri dan

Pejabatnegara | |.1im Konstitusi

Pimpinan instansi
pemerintah setingkat atau
setaraeselon |

Pejabat yang memiliki | Pengurus BUMN dan
fungsi strategis | aparat penegak hukum

Pejabat yang berdasarkan
ketentuan kementerian | Pejabat eselon ||
yang membidangi urusan | kementerian dan
aparatur negara dan | lembaga atau pejabat
reformasi birokrasi | lain yang ditetapkan
diwajibkan menyampaikan | sebagai rawan korupsi
Laporan Harta Kekayaan | dan diwajibkan
Penyelenggara Negara | pelaporan LHKPN
(LHKPN)

Pengurus partai politik
atau anggota partai politik

Identifikasi orang dengan pengaruh politik dilakukan berdasarkan definisi yang terangkum
dalam Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor:
PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan
Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu sebagai:

“Orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik diantaranya adalah
penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang penyelenggara negara, dan/ atau orang yang tercatat atau
pernah tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap
kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia
maupun asing."
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Di dalam aturan itu juga lebih lanjut diuraikan klasifikasi orang dengan pengaruh politik,
meliputi 5 jenis meliputi pejabat publik dari Presiden hingga eselon dua kementerian dan
lembaga, aparatur sipil strategis, aparat penegak hukum, dan pengurus atau anggota partai
politik. Untuk keperluan dalam catatan ini, data orang dengan pengaruh politik termasuk juga
meliputi orang-orang yang pernah menduduki jabatan tersebut, maupun merupakan anggota
keluarga atau orang yang terlibat secara signifikan dalam kegiatan usaha yang dimiliki oleh
orang dengan pengaruh politik tersebut. Perluasan PEPs termasuk meliputi orang yang dekat
atau terhubung dengan PEPs itu sendiri, sebenarnya diatur secara spesifik di negara lain,
misalnya seperti dalam Undang-Undang Kejahatan Keuangan 2017 di Inggris.

Seturut dengan PPATK yang telah mengembangkan aplikasi Politically-Exposed Person (PEP)
agar memudahkan penyedia jasa keuangan untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan
pemantauan terhadap PEP,** EITI pun juga telah mendorong hal yang serupa di sektor
ekstraktif. Persyaratan EITI nomor 2.5 mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership)
mewajibkan perusahaan ekstraktif yang menjadi anggota EITI untuk turut mengidentifikasi
Politically Exposed Person (PEP) di internal perusahaan.®

Kepatuhan kewajiban pelaporan pemilik manfaat

Sumber Foto : eiti.org

3 Gilmour., Paul. (2023). Understanding Beneficial Ownership Disclosure. Capco Journal.

34 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia. (2020). Peraturan Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan Aplikasi Politically
Exposed Person.

35 EITI. (12 Juni 2023). EITI Requirements.
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Tingkat kepatuhan pelaporan pemilik manfaat

Tabel 2.
Kepatuhan kewajiban pelaporan pemilik manfaat
120 perusahaan tambang

‘ Kepatuhan H Jumlah ‘ Persentase
Lapor 117 perusahaan 93%
Tidak Lapor 3 perusahaan 7%

Sumber: Data pemilik manfaat yang dilaporkan oleh 120 perusahaan tambang
yang diakses melalui sistem pemilik manfaat Kemenkumham.

Identifikasi pelaporan pemilik manfaat terhadap 120 perusahaan tambang memperlihatkan
kepatuhan kewajiban pelaporan pemilik manfaat sebagaimana Perpres Pemilik Manfaat 2018
mencapai 97% atau sejumlah 117 perusahaan. Sementara itu, 3 perusahaan lainnya (2%)
diantaranya tidak memenuhi kewajiban pelaporan atau tidak dapat ditemukan profil
korporasinya. Jumlah kepatuhan ini dapat dikatakan cukup tinggi, setidaknya terhadap 120
perusahaan yang menjadi sampel pengumpulan data. Termasuk, apabila dibandingkan
dengan tingkat kepatuhan di sektor-sektor lain yang telah dikaji sebelumnya (lihat Kotak 1)
maupun secara umum, angka kepatuhan di sektor pertambangan juga cukup tinggi.

Tingkat kepatuhan ini seharusnya dapat didorong juga ke ribuan perusahaan pertambangan
lain yang saat ini beroperasi di Indonesia. Pada saat catatan ini ditulis, total perusahaan
pertambangan yang direkam di dalam sistem MODI mencapai 7.225 perusahaan. Sebagai
tambahan, Laporan Sekretariat Nasional untuk Pencegahan Korupsi (Stranas PK) pada
Triwulan V tahun 2024 yang menyebutkan bahwa di sektor pertambangan terdapat 1.323
perusahaan pertambangan dan keseluruhannya telah melaporkan data pemilik manfaat.
Terlepas dari itu, tingginya tingkat kepatuhan ini bisa jadi wajar apabila mempertimbangkan
model keterbukaan yang dipraktikkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan
bahwa kementerian itu juga telah mewajibkan pelaporan informasi pemilik manfaat untuk
semua peserta lelang wilayah izin usaha pertambangan.

3% Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi. (2024). Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan
Korupsi Triwulan V Tahun 2024.
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Tabel 3.
Korporasi yang tidak ditemukan datanya
di dalam pelaporan pemilik manfaat

Pemegang

Saham Terbesar Alamat

Nama Perusahaan

Kang Duck Jai (99,8%), | Mutiara 52, JL. Vico RT 003

Lembuswana Perkasa, PT Dayang Kartini (0,2%) Sungai Seluang Samboja

Pemerintah Daerah Kompleks Pangeran Antasari
BERITERE) D Tingkat Il Banjar No. 36 Martapura
Rinjani Kartanegara, PT Tidak Ditemukan Tidak Ditemukan

Sumber: Data perusahaan tambang dalam MODI.

Dari 120 perusahaan tersebut, 3 yang tidak melaporkan meliputi BARAMARTA, PD
perusahaan milik daerah dan RINJANI KARTANEGARA, PT yang besar kemungkinan telah
dicabut. Pada tahun 2022 lalu, berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor: SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022, izin pinjam pakai di kawasan
hutannya (IPPKH) telah dicabut. Pencarian data di MODI juga tidak ditemukan nama
perusahaan RINJANI. Berbeda dengan RINJANI KARTANEGARA, PT, kedua korporasi lainnya
yaitu LEMBUSWANA PERKASA, PT dan BARAMARTA, PD ditemukan di data MODI.
Perusahaan tambang LEMBUSWANA PERKASA, PT meski tidak ditemukan datanya di
pencarian pemilik manfaat dalam Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi, dapat ditemukan
di dalam data MODI. Menurut data itu, Kang Duck Jai adalah pemilik saham mayoritas, hingga
99%. Tentu ini sudah melampaui kriteria 25% yang dipersyaratkan untuk dilaporkan sebagai
pemilik manfaat, seharusnya mudah bagi LEMBUSWANA PERKASA, PT melaporkan individu
itu sebagai pemilik manfaat.
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Jumlah pemilik manfaat masing-masing korporasi

Gambar 5.
Jumlah pemilik manfaat
yang dilaporkan oleh korporasi
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Sumber: Data pemegang saham yang tercatat
di dalam Minerba One Data Indonesia yang dikelola oleh KESDM.

Apabila diperhatikan dari jumlah pemilik manfaat yang dilaporkan, sebagian besar korporasi
tambang itu melaporkan hanya satu individu pemilik manfaat (65%). Sementara sisanya
melaporkan 2, 3, 4, dan bahkan 6 pemilik manfaat. Sebenarnya tidak aneh juga korporasi
melaporkan banyak pemilik manfaatnya, akan tetapi, kalau mendasarkan pada kriteria
pemilikan saham 25%, seharusnya pemilik manfaat tidak lebih dari 4 orang. Kecuali bahwa
ada pemilik manfaat yang juga mengendalikan tanpa mendasarkan pada kepemilikan saham.
Perusahaan yang melaporkan pemilik manfaatnya lebih dari 4 orang, seperti VALE INDONESIA
TBK, PT menyebutkan 5 orang individu dan 1 perusahaan sebagai pemilik manfaat, meski 5
orang dianggap memiliki basis legal saham terhadap perusahaan itu, namun justru korporasi
lain dianggap memiliki bentuk pengendalian lain. Tidak jelas, apakah menurut VALE
INDONESIA TBK, PT bahwa kepemilikan saham yang disebutkan itu bertindak atas nama
orang lain yang ada di dalam korporasi lain, atau bahwa korporasi KENCANA PUTRA KENDARI,
PT itu memiliki bentuk hubungan hukum yang secara khusus mengatur operasional dan
keuangan VALE INDONESIA TBK, PT.
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Tabel 4.
Pemilik manfaat yang dilaporkan
oleh VALE INDONESIA TBK, PT.

Korporasi Nama Pemilik Manfaat Kriteria
VALE INDONESIA TBK, PT | Hilman Hermawan A,B,C,D | Pemilikan Saham
VALE INDONESIA TBK, PT | Pujiono Achmadi A,B,C,D | Pemilikan Saham
VALE INDONESIA TBK, PT | Analta Amier A,B,C,D | Pemilikan Saham
VALE INDONESIA TBK, PT | Thomas Christian A Pemilikan Saham
VALE INDONESIA TBK, PT | KENCANA PUTRA KENDARI, PT | E,G Pengendalian Lain
VALE INDONESIA TBK, PT | OWEN PETRO BITUMEN C Pemilikan Saham

Sumber: Laman pemilik manfaat VALE INDONESIA TBK, PT
dalam Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi Kemenkumham.

Gambar 9.
Tingkat kepatuhan pemilik manfaat signifikan
pada 120 perusahaan tambang
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Sumber: Data pemilik manfaat yang dilaporkan oleh 120 perusahaan tambang
yang diakses melalui sistem pemilik manfaat Kemenkumham.
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Kesesuaian dan akurasi laporan pemilik manfaat

Badan hukum sebagai pemilik manfaat yang dilaporkan

Identifikasi terhadap nama-nama pemilik manfaat yang dilaporkan menunjukkan adanya
persoalan serius dalam akurasi nama pemilik manfaat yang dilaporkan oleh 117 perusahaan
tambang. Dari total 117 korporasi yang melaporkan pemilik manfaatnya, hanya 95
diantaranya yang merupakan orang perorangan atau subyek hukum alamiah. Sementara itu,
11 laporan lainnya (9%) adalah subyek hukum yang merupakan badan hukum. Perusahaan-
perusahaan itu juga menggunakan model campuran terhadap 12 laporan lainnya (10%).
Campuran yaitu ketika korporasi itu melaporkan pemilik manfaatnya tidak hanya orang tetapi
juga badan hukum lain, seperti contoh VALE INDONESIA TBK, PT sebelumnya. Padahal, sudah
jelas bahwa ketentuan di Peraturan Presiden Pemilik Manfaat 2018 mendefinisikan subyek
pemilik manfaat sebagai orang perorangan atau subyek hukum alamiah.

Tabel 5.
Komposisi jenis pemilik manfaat
pada 120 perusahaan tambang

Orang 95 laporan 81%
Campuran 12 laporan 10%
Badan hukum 11 laporan 9%

Sumber: Data pemilik manfaat yang dilaporkan oleh 120 perusahaan tambang
yang diakses melalui sistem pemilik manfaat Kemenkumham.

Menggunakan badan hukum sebagai terdaftar pemilik manfaat bisa saja tidak bermasalah
apabila personil pengendali di ujung rantai kepemilikannya dapat terlihat. Seperti yang
dilakukan oleh misalnya, ANGSANA JAYA ENERGI, PT yang melaporkan AUTUM PRIMA
INDONESIA, PT sebagai pemilik manfaat. Kemudian, seterusnya barulah AUTUM PRIMA
INDONESIA, PT melaporkan Hendrikus Yulidar sebagai pemilik manfaatnya dengan kriteria
kepemilikan berbasis legal (legal ownership). Atau, ANGSANA JAYA ENERGI, PT, misalnya
dapat mengambil contoh BINUANG MITRA BERSAMA BLOK DUA, PT, yang melaporkan
pemilik manfaatnya langsung pada pemilik tidak langsung akhir, meskipun lapisan
kepemilikan perusahaannya lebih banyak (lihat Gambar 13). Tapi, tidak semuanya
melaporkan pemilik manfaatnya dengan cara sesederhana itu dan hal tersebut dapat
menimbulkan persoalan.
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Gambar 12.
Contoh pemilik manfaat
berbentuk badan hukum
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Sumber: Pelaporan pemilik manfaat AUTUM PRIMA INDONESIA,
PT, BINUANG MITRA BERSAMA BLOK DUA, PT,
dan SUNGAI DANAU JAYA, PT
sebagaimana ditampilkan pada laman
Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi.
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Pelaporan badan hukum sebagai pemilik manfaat, bukan hanya tidak sesuai dengan
ketentuan dalam Perpres Pemilik Manfaat 2018, tetapi juga mempersulit proses identifikasi
pengendali utama suatu badan hukum (ultimate beneficial owners). Bisa saja, kemudian
perusahaan yang dilaporkan sebagai pemilik manfaat tidak melaporkan pemilik manfaatnya
atau tidak dapat diidentifikasi pemilik manfaatnya. Khususnya apabila perusahaan-
perusahaan yang dilaporkan merupakan badan hukum asing yang berdomisili di lepas pantai
(offshore companies), apalagi di negara-negara dengan yurisdiksi yang memiliki tingkat
kerahasiaan tinggi. Sebagai misalnya, SUNGAI DANAU JAYA, PT melaporkan ERA TIGA
PUTRA, PT sebagai pemilik manfaatnya. Namun, alih-alih melaporkan individu
pengendalinya, ERA TIGA PUTRA, PT justru melaporkan BORNEO INTERNATIONAL
RESOURCES, PTE LTD yang berdomisili di Singapura sebagai pemilik manfaatnya.

Apabila, negara yang menjadi domisili perusahaan asing tersebut memiliki perjanjian tukar
menukar informasi atau bantuan timbal balik dengan Indonesia, mungkin penegak hukum
Indonesia masih bisa mendapatkan informasinya. Namun, jika tidak dan negara yang menjadi
domisili korporasi itu tidak patuh terhadap rekomendasi FATF dan tidak mewajibkan
pelaporan pemilik manfaat atau pemegang saham korporasi, maka mudah ditebak bahwa
pelaporan pemilik manfaat oleh korporasi itu menjadi tidak banyak gunanya. Faktanya, belum
semua negara menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat dan kondisi itu dapat
dimanfaatkan oleh pengendali korporasi untuk menyembunyikan pengaruhnya terhadap
perilaku korporasi.3” Sementara itu, dalam laporan 117 korporasi terkait pemilik manfaatnya,
total, setidaknya 11 perusahaan melaporkan badan hukum lain yang memiliki domisili
yurisdiksi asing, mulai dari di Taiwan, Singapura, Thailand dan Tiongkok.

Sumber Foto : sickchirpse.com

87 Tax Justice Network. (2022). Financial Secrecy Index.
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Tabel 6.

Badan hukum yang dilaporkan sebagai pemilik manfaat
dengan yurisdiksi asing

Nama Perusahaan H Pemilik Manfaat Yurisdiksi
SHANTOU MARIA
BARAMUTIARA | INVESTMENT, CO LTD, .
PRIMA, PT | & SHANTOU JINJIA Tiongkok
TRADING, CO LTD
BHARINTO | SHANTOU MARIA .
EKATAMA, PT | INVESTMENT, coLTD | 1ongkok
GENBA INDO | HONG YUH ASSETS Taiwan
RESOURCES, PT | MANAGEMENT, CO LTD
INDOMINCO | SHANTOU MARIA e
MANDIRI, PT | INVESTMENT, CO LTD 1ongko
MERCURIA ENERGY
KALIMANTAN .
ASSET MANAGEMENT, | Singapura
ENERGILESTARI, PT | 5-2) 10
KARYATAMA | DENWAY o
KONAWE UTARA, PT | DEVELOPMENT, LTD ong kong
LANNA HARITA | LANNA RESOURCES Thailand
INDONESIA, PT | PUBLIC, CO LTD
MAHAKAM SUMBER | PEMILIK NOSTROBRI | Tidak
JAYA, PT | REMITTANCE, COLTD | Diketahui
SINGLURUS | LANNA RESOURCES Thailand
PRATAMA, PT | PUBLIC, CO LTD aifan
TRUBAINDO COAL | SHANTOU MARIA .
MINING, PT | INVESTMENT,COLTD | 1iongkok
WEDA BAY NICKEL, | STRAND MINERALS, .
PT | PTELTD Singapura

Sumber: Data pemilik manfaat yang dilaporkan oleh 120 perusahaan tambang
yang diakses melalui Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi Kemenkumham.

Laporan Pemilik Manfaat Perusahaan Tambang di Indonesia | 25



Konsentrasi pemilik manfaat korporasi oleh individu

Tapi persoalannya bukan hanya terletak pada pelaporan badan hukum sebagai pemilik
manfaat. Catatan ini mengidentifikasi juga beberapa nama dilaporkan sebagai pemilik
manfaat oleh lebih dari satu perusahaan secara signifikan. Nama “Maria Tiurma" muncul
sebagai pemilik manfaat yang dilaporkan setidaknya di dalam 25 laporan perusahaan. Jika
data ini benar, angka ini seharusnya menunjukkan bahwa Maria Tiurma memiliki pengaruh
yang sangat besar dalam industri tambang di Indonesia. Pada posisi berikutnya, ditempati
oleh Julius Wahyu Kalaij, Willem Mathias Natigor Kalaij, dan Daniel Wahyu Kalaiy dengan
keseluruhan mencapai 22 perusahaan. Tidak jelas apakah ketiga profil tersebut memiliki
keterhubungan, mengingat hampir semuanya memiliki nama akhir yang sama.

Jumlah ini juga tidak memperhitungkan nama Maria Tiurma yang juga dalam beberapa
laporan disebut sebagai Maria Tiurma Kalaij. Misalnya, pada contoh perusahaan BARA ALAM
UTAMA, PT yang melaporkan INDAH AGUNG MANDIRI, PT sebagai pemilik manfaat.
Sementara INDAH AGUNG MANDIRI, PT kemudian melaporkan Maria Tiurma Kalaij sebagai
pemilik manfaat. Anehnya, nama Maria Tiurma yang dilaporkan sebagai pemilik manfaat
justru lebih dari satu nama. Riset ini tentu tidak bisa menguiji lebih jauh apakah nama yang
disebut adalah nama terhadap individu yang sama. Dalam diskusi dengan narasumber dari
Kementerian Hukum dan HAM, tidak dapat dipastikan apakah nama Maria Tiurma dapat
diidentifikasi profilnya. Begitu pun penelusuran media secara daring tidak menunjukkan
adanya portofolio di bidang pertambangan kecuali bahwa identitas yang bersangkutan
pernah menjadi penyiar salah satu perusahaan media di Indonesia.®

3 Merdeka. (2012). Dua Penyiar Gantik Mundur Dari Layar Kaca.
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https://idevie.com/other/social-media/how-to-make-the-best-social-media-team-for-your-business

Gambar 6.
Pemilik manfaat yang paling banyak
dilaporkan oleh korporasi
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Sumber: Data pemilik manfaat yang dilaporkan oleh 120 perusahaan tambang
yang diakses melalui Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi Kemenkumham.

Terkait hal ini, kami juga mengirimkan surat pada 27 perusahaan-perusahaan untuk
mengklarifikasi pernyataan dan data pemilik manfaat yang telah dilaporkan. Surat tersebut
dikirimkan pada tanggal 16 Agustus 2024, namun hingga tulisan ini diselesaikan tidak ada
respon balik dari perusahaan-perusahaan tersebut. Tentu saja dengan kriteria yang terbuka
dalam bentuk pemegang saham atau pengendalian, tanpa definisi operasional yang ketat,
banyak orang sebenarnya dapat dikualifikasi sebagai pemilik manfaat. Namun, Perpres
Pemilik Manfaat 2018 ini memang tidak menjelaskan juga apakah pelaporan harus meliputi
semua orang yang memenuhi kriteria tersebut, begitu soal pengaturan pemilik manfaat dalam
satu grup usaha atau korporasi yang berada dalam hubungan khusus.** Namun, konsentrasi
kepemilikan dapat menjadi catatan perhatian apabila orang yang bersangkutan tidak
diketahui publik merupakan figur dalam industri tersebut. Contoh kasus yang hampir mirip
ditemukan dalam tulisannya Global Witness terhadap informasi pemilik manfaat di Inggris.
Setelah mengolah datatersebut, ditemukan satu individu yang dilaporkan sebagai pengendali
atas lebih dari seribu korporasi - yang kemudian menambah kecurigaan terhadap praktik
pinjam nama (nominee).*°

39 Greenpeace Indonesia. (2024). Pura-pura Buka Data: Praktik Pengungkapan Pemilik Manfaat Korporasi
Bisnis Kelapa Sawit di Indonesia, Indonesia.

40 Global Witness. (2018). The Companies We Keep.
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https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2024/01/b037c495-2024-pura-pura-buka-data_rev02_300124_cover-b.pdf
https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2024/01/b037c495-2024-pura-pura-buka-data_rev02_300124_cover-b.pdf
https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2024/01/b037c495-2024-pura-pura-buka-data_rev02_300124_cover-b.pdf
https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2024/01/b037c495-2024-pura-pura-buka-data_rev02_300124_cover-b.pdf
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/corruption-and-money-laundering/anonymous-company-owners/companies-we-keep/#chapter-3/section-1

Gambar 8
Laman sistem pemilik manfaat dalam Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi,
untuk korporasi KALTIM PRIMA COAL, PT.

PERSEROAN TERBATAS KALTIM PRIMA COAL
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Sumber: Data pemilik manfaat yang dilaporkan oleh 120 perusahaan tambang,
dalam hal ini oleh KALTIM PRIMA COAL, PT, dan diakses melalui

Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi Kemenkumham.

Nama Garibaldi Thohir, individu yang diketahui sebagai konglomerat tambang justru baru
muncul di posisi ketujuh dengan 3 perusahaan, yaitu BHUMI RANTAU ENERGI, PT, LASKAR
SEMESTA ALAM, PT, dan ADARO INDONESIA, PT. Dengan demikian, Garibaldi Thohir dengan
grup Adaro-nya adalah satu-satunya individu pemilik manfaat yang muncul di posisi sepuluh
besar, dari 10 grup perusahaan dengan produksi batubara terbesar di Indonesia.*' Sementara,
nama-nama lain seperti keluarga Bakrie malah tidak muncul, dan perusahaan yang diketahui
publik dimiliki oleh keluarga itu, seperti KALTIM PRIMA COAL, PT justru melaporkan nama
lain sebagai pemilik manfaatnya. Menurut data yang dipampang di laman pemilik manfaat
dalam Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi, pemilik manfaat dari KALTIM PRIMA COAL,

PT adalah Julius Wahyu Kalaij dengan pemenuhan kriteria “A".

41 Singgih., Viriya. (4 Februari 2020). Profil & Peta Koneksi Bisnis dan Politik 10 Oligark Batubara Terbesar di

Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi. Project Multatuli.
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Gambar 7.
Maria Tiurma sebagai pemilik manfaat tidak langsung
dari BARA ALAM UTAMA, PT
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Sumber: Data pemilik manfaat yang dilaporkan oleh 120 perusahaan tambang
dan pemegang sahamnya yang diakses melalui sistem pemilik manfaat Kemenkumham.

Sepertinya, sama dengan pelaporan pemilik manfaat di sektor lainnya, data pemilik manfaat
sektor pertambangan juga gagal untuk menggambarkan penguasaan industri usaha
pertambangan yang sebenarnya. Akan tetapi catatan ringkas ini, kembali lagi, tidak dapat
menyimpulkan bahwa orang-orang yang dilaporkan sebagai pemilik manfaat tersebut
sebagai orang-orang yang dipinjam namanya untuk pemenuhan kewajiban. Praktik pinjam
nama (termasuk untuk saham) dalam banyak operasional aksi korporasi, meski seringkali
dilarang atau tidak diakui secara legal, faktanya sering terjadi. Rezim pengenalan pemilik
manfaat justru memang dibangun bukan hanya untuk mendorong keterbukaan korporasi
terkait pemegang sahamnya, tetapi juga memaksa pengungkapan pengendalian individu
tertentu terhadap entitas bisnis dan industrinya secara umum. Untuk mencegah praktik
pinjam nama yang punya risiko hukum, beberapa negara meski membolehkan pinjam nama
untuk pengurus dan pemegang saham justru mewajibkan korporasi untuk menyediakan dan
melaporkan datanya, misalnya seperti di Singapura.*?

42 Singapore. (2024). Companies Act 1967: Revised 2024. Singapore Statutes Online.
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Pelaporan pemilik manfaat dan orang dengan pengaruh politik

Hal ini berbanding terbalik dengan hasil identifikasi orang berpengaruhnya. Berdasarkan hasil
identifikasi terhadap 120 perusahaan di bidang pertambangan, ditemukan bahwa setidaknya
52 perusahaan tersebut terpapar oleh setidaknya 123 orang dengan pengaruh politik, baik
sebagai pengurus maupun pengendali atau pemegang saham. Orang-orang dengan pengaruh
politik ini punya bobot kerentanan yang tinggi terhadap berbagai risiko, karena dikhawatirkan
sebagai orang-orang yang dapat menentukan keputusan-keputusan tertentu oleh pejabat.
Orang dengan pengaruh politik yang menempatkan dirinya di dalam perusahaan yang dekat
dengan tugas dan fungsinya, rentan menimbulkan benturan kepentingan. Sebagai misal,
LEMBUSWANA PERKASA, PT berdasarkan dokumen profil perusahaannya dimiliki oleh
keluarga mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari yang terjerat kasus korupsi.*?
Perusahaan ini pun, setidaknya hingga bulan Agustus 2024 tidak muncul data pemilik
manfaatnya.

Tabel 5.
Beberapa contoh orang dengan pengaruh politik
dan pemilik manfaat dalam perusahaan

‘ Perusahaan ‘ PEPs ‘ Pemilik Manfaat
Arutmin Indonesia, PT Adhika Andrayudha Bakrie | Julius Wahyu Kalaij
Agincourt Resources Indonesia, PT | Putut Eko Bayuseno Maria Tiurma
Adimitra Baratama, Nusantara, PT | Pandu Patria Sjahrir lyan Permana
Multi Harapan Utama, PT Emir Moeis Najwa Shihab
Perkasa Inakakerta, PT Mochtar Husein Low Tuck Kwong

Sumber: Identifikasi PEPs bersumber dari berbagai laporan tertulis, laman pemerintah,
website perusahaan tambang dan media; data pemilik manfaat bersumber
dari laman Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi Kemenkumham.

Catatan ringkas ini tidak mengkaji seberapa jauh dampak dari keberadaan orang-orang
tersebut terhadap 63 perusahaan yang diidentifikasi atau sektor pertambangan, akan tetapi
tetap menggarisbawahi bahwa sebagai orang dengan pengaruh politik yang signifikan, maka
subyek hukum ini juga dapat digunakan sebagai acuan apakah pelaporan pemilik manfaat
perusahaannya akurat. Dari 120 perusahaan tersebut tidak ada satu pun perusahaan yang
melaporkan orang dengan pengaruh politik signifikan dalam perusahaannya sebagai pemilik
manfaat. Visualisasi orang dengan pengaruh politik dan pemilik manfaat memperlihatkan
bahwa klaster orang-orang dengan pengaruh politik (PEPs) tersebar di balik subyek hukum
yang dilaporkan sebagai pemilik manfaat perusahaan.

43 Forest Watch Indonesia, JATAM, Pokja 30, Trend Asia, Walhi. (2019). |bu Kota Baru untuk Siapa?
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Hasil identifikasi itu menemukan bahwa secara total terdapat 123 orang dengan pengaruh
politik signifikan (PEPs) yang tersebar di 52 korporasi. Individu dengan jabatan strategis
paling banyak menduduki perusahaan tambang dengan total 37 orang, sementara aparat
penegak hukum pada posisi berikutnya yaitu dengan jumlah 24 orang. Menyusul kemudian,
13 individu birokrat, 8 orang politisi dan 10 orang anggota TNI. Salah satu data penting
lainnya, dari 123 orang itu tidak hanya terdiri dari PEPs dengan posisi langsung, tetapi 31
diantaranya juga diisi oleh orang yang dekat dengan PEPs tersebut. Dengan memahami
bahwa dari 120 perusahaan itu, 52 diantaranya dikelola oleh PEPs, dapat diduga bahwa
sektor pertambangan merupakan industri yang sangat sensitif terhadap pengaruh politik.
Sehingga, agak sulit misalnya membayangkan bahwa di Indonesia pelaku usaha
pertambangan jauh dari pengaruh politik dan lingkaran kuasa.

Tabel 6.
Identifikasi data PEPs
terhadap 120 korporasi tambang

Tipe PEPs I‘:::;:“,Ilzt Persentase
Aparat Penegak Hukum 24 20%
Jabatan Militer 10 8%
Birokrat 13 10%
Jabatan Strategis 37 30%
Orang yang dekat dengan PEPs 31 25%
Politisi 8 7%

Sumber: Berbagai laporan tertulis, laman pemerintah, dan media.

Memang, keberadaan PEP tidak serta merta menjamin apakah perusahaan tersebut
dikendalikan secara signifikan oleh PEP. Akan tetapi, risiko menggunakan pemilik manfaat
yang tidak akurat untuk menyembunyikan keberadaan PEP merupakan faktor risiko yang
tidak bisa dihindari dan dikesampingkan. Misalnya, perusahaan-perusahaan yang
melaporkan pemilik manfaatnya Julius Wahyu Kalaij termasuk diantaranya perusahaan-
perusahaan yang mencatatkan keluarga Bakrie, sebagai pengurusnya, seperti ARUTMIN
INDONESIA, PT. Padahal, ARUTMIN INDONESIA, PT seharusnya menginduk pada BUMI
RESOURCES, TBK PT yang menurut Laporan Tahunan terbarunya pada tahun 2023 berada
dalam pengendalian keluarga Bakrie (dan Salim).**

4 PT BUMI RESOURCES, TBK. (2024). Annual Report 2023.
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Tabel 7.
Orang dengan pengaruh politik
dalam perusahaan tambang yangq signifikan

Jumlah
PEPs Perusahaan Persentase

Garibaldi Thohir 4 perusahaan 4%
Bambang Heri P. 3 perusahaan 3%
Ongku P. Hasibuan 3 perusahaan 3%
Mathius Salempang 3 perusahaan 3%
Emir Moeis 2 perusahaan 2%

Sumber: Berbagai laporan tertulis, laman pemerintah, dan media.

Berbeda dengan data pemilik manfaat yang cukup terkonsentrasi oleh nama-nama seperti
Maria Tiurma Kalaij, daftar PEP di dalam perusahaan-perusahaan tambang lebih terdistribusi
merata. Hampir tidak ada PEP yang secara signifikan berada di banyak perusahaan. Nama
yang paling banyak disebut di dalam pengurus maupun kepemilikan saham perusahaan
tambang adalah Garibaldi Thohir, saudara kandung dari Menteri BUMN aktif. Kemudian diikuti
oleh Bambang Heri, anggota Komisi VIl Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ongku Hasibuan dari
Komisi Il Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mathius Salempang dan seterusnya termasuk Emir
Moeis, mantan terpidana kasus korupsi yang baru-baru ini menjadi pengurus di salah satu

Badan Usaha Milik Negara.*®

Sumber Foto : dreamstime.com

ALY,

45 Koalisi Bersihkan Indonesia. (6 Agustus 2021). Mantan Terpidana Korupsi Tidak Pantas Jadi Komisaris

BUMN. Indonesia Corruption Watch.
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Gambar 9.
Komposisi jenis pemilik manfaat
pada 120 perusahaan tambang

= Badan Hukum
= Campuran
= Orang

Campuran;
10,20%

Badan Hukum;
9,30%

Sumber: Data pemilik manfaat yang dilaporkan oleh 120 perusahaan tambang
yang diakses melalui Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi, Kemenkumham,

dan website Perusahaan tambang.
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Gambar 10.
Proporsi orang dengan pengaruh signifikan (PEPS)
dalam bisnis pertambangan

= Politisi
m Aparat Penegak Hukum

= Orang yang Dekat dengan PEP's
= Jabatan Strategis

= Birokrat

= Jabatan Militer

Jabatan Politisi;
Militer; 6,50%

8,10%
Birokrat;
10,60% Aparat
Penegak

Hukum;
19,50%

Orang
yang Dekat
dengan
PEP's;
25,20%

Jabatan
Strategis;
30,10%

Sumber: Berbagai laporan tertulis,
laman pemerintah, dan media.
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Gambar 11.
Visualisasi jaringan pemilik manfaat
dan orang dengan pengaruh signifikan
120 perusahaan tambang

Orang dengan Pengaruh Politik
Tidak Melaporkan

Perusahaan Tambang

Pemilik Manfaat

e .\<_/.\
Pengurus Perusahaan % 4 L4 —3—8 o
Pemegang Saham NG N
gang ."_,0' ° .. ‘.\'.;. .*

Sumber: Data pemilik manfaat yang dilaporkan oleh 120 perusahaan tambang
yang diakses melalui Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi, Kemenkumham,
dan website Perusahaan tambang.
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Penggunaan data pemilik manfaat

Informasi pemilik manfaat, memang diawali dengan rezim perpajakan dan pencucian uang,
khususnya dalam hal transaksi keuangan. Akan tetapi, informasi pemilik manfaat dalam
konteks badan hukum belum banyak digunakan. Salah satu praktik baik penggunaannya
adalah sebagai penapis proses pengadaan barang dan jasa maupun perizinan. Di Indonesia,
kewajiban penyampaian informasi pemilik manfaat dalam proses perizinan mulai
dikembangkan di berbagai sektor, termasuk di sektor pertambangan, kehutanan, perkebunan
dan pertanahan. Dalam Laporan Sekretariat Nasional untuk Pencegahan Korupsi (Stranas PK)
pada Triwulan V tahun 2024 disebutkan bahwa terdapat setidaknya lima kementerian dan
lembaga yang telah terintegrasi dengan sistem basis data pemilik manfaat AHU Online
KemenkumHAM, yaitu Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak), Kementerian ESDM, LKPP,
Kementerian ATR/BPN, dan Kemendagri (Ditjen Dukcapil).*®

Selain kebutuhan tata kelola perizinan, perkembangan prinsip mengenali pemilik manfaat
juga diawali upaya menjawab tantangan kejahatan korupsi dan pencucian uang yang saat ini
berkembang dengan menyalahgunakan badan hukum sebagai cara untuk menjauhkan pelaku
utama. Terutama setelah tahun 2010, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang diterbitkan, istilah pemilik manfaat atau yang dalam undang-undang itu
disebut sebagai Personil Pengendali Korporasi diperkenalkan dan bahkan dapat
dikriminalisasi. Dalam wawancara dengan Kementerian Hukum dan HAM, disebutkan bahwa
data pemilik manfaat juga banyak diakses oleh penegak hukum secara resmi.*’ Dari sejak
tahun 2022 sampai bulan Mei 2024, Kepolisian telah melakukan akses sebanyak 1.034
informasi data pemilik manfaat, diikuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebanyak 579
kali, Kejaksaan 129 kali dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
sebanyak 100 kali. Tidak hanya dalam negeri, permintaan informasi pemilik manfaat juga
dilakukan oleh aparat penegak hukum negara lain ke Indonesia melalui prosedur bantuan
timbal balik pidana, sejak tahun 2017 tercatat mencapai 12 kali permintaan.

46 Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi, 2024. Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan
Korupsi Triwulan V Tahun 2024.

47 Wawancara tanggal 19 Juni 2024.
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Pelaporan pemilik manfaat oleh korporasi yang terlibat
atau diduga terkait dengan korupsi

Meski telah disebut dalam requlasi formal terkait, selama ini juga belum banyak kasus korupsi
yang dapat menjadi contoh penjeratan terhadap pemilik manfaat. Tantangannya diantaranya
adalah menentukan dan melakukan verifikasi terhadap pemilik manfaat sebenarnya dari
korporasi. Permintaan-permintaan informasi dari penegak hukum menggambarkan
kebutuhan, tetapi kebutuhan ini sepertinya tidak selalu dapat direspon dengan baik oleh rezim
pemilik manfaat yang saat ini berjalan. Sebagai contoh, dari berbagai korporasi di bidang
pertambangan yang memiliki keterlibatan dengan kasus korupsi, bahkan belum semuanya
melaporkan informasi pemilik manfaatnya. Pada salah satu korupsi yang melibatkan
korporasi ASMIN KOALINDO TUHUP, PT misalnya, pemilik manfaatnya justru dibebaskan,
meski terungkap sebagai pemberi gratifikasi kepada Wakil Ketua Komisi VIl DPR.

Sementara itu, salah satu perusahaan lainnya, yaitu BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL,
PT melaporkan nama Vera Likin sebagai pemilik manfaatnya. Padahal, individu itu menurut
laman perusahaannya sendiri saat ini menjabat sebagai Direktur atau salah satu dari 6 orang
pengurus lainnya di korporasi tersebut.”® Sulit membayangkan kalau satu orang individu
tersebut harus melawan pengaruh misalnya 5 orang lainnya di dalam korporasi itu, kalau dia
tidak terbukti memiliki saham lebih dari 25%, atau punya kekuasaan khusus terhadap
korporasi tersebut. Melihat laporan ini penting, mengingat sebagaimana juga yang
disampaikan Indonesia Corruption Watch, vonis bebas ini diantaranya karena penegak hukum
dan majelis hakim abai mempertimbangkan fakta bahwa posisi pemberi suap tersebut,
meskipun tidak muncul dalam struktur kepengurusan dan pemegang saham langsung,
merupakan pemilik manfaat dari PT ASMIN KOALINDO TUHUP.#

wod gy Lolos : 0104 Jaquing

48 Borneo Lumbung Energi & Metal. (tanpa tahun). Management Team.

49 Indonesia Corruption Watch. (19 Juni 2022). Putusan Bebas Samin Tan: Preseden Buruk Pemberantasan
Korupsi dan Pertanggungjawaban Ultimate Beneficial Ownership Korporasi. Siaran Pers.
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Gambar 12.
Pelaporan pemilik manfaat
ASMIN KOALINDO TUHUP, PT

0 & (& 235 ahu.go.id/pencarian/profil-pemilik-manfaat/?tipe=bo&g-recaptcha-response=03AFcWeA4wRZum8WW4eDp88ecf3 vy i

Perseroan Perseroan Perorangan Yayasan Perkumpulan Fidusia Pemilik Manfaat Badan Usaha Non Badan

~ N\~ Hukum

PENGAYOMAN

Hasil pencarian 1 Perseroan Terbatas dengan data pemilik manfaat untuk "asmin koalindo tuhup

PERSEROAN TERBATAS ASMIN KOALINDO TUHUP

D

Sumber: Laman sistem pemilik manfaat dalam Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi
dengan pencarian terhadap nama korporasi ASMIN KOALINDO TUHUP, PT.

Kasus-kasus korupsi itu memberikan garis bawah yang tebal terhadap efektivitas pengaturan
mengenai pemilik manfaat. Tidak hanya soal bahwa datanya tidak tersedia ketika dibutuhkan
penegak hukum, tetapi juga sejauh mana data itu akurat untuk dipergunakan. Seperti pada
kasus ASMIN KOALINDO TUHUP, PT itu, kalau pun perusahaan hanya melaporkan pemilik
manfaatnya hanya terbatas pada pemegang saham yang tertera pada akta, tentu akan
menambah beban waktu bagi penegak hukum untuk mencarinya. Jika informasi pemilik
manfaatnya tidak segera tersedia, atau misalnya justru memungkinkan jeda waktu untuk
penyembunyian informasi yang sebenarnya terkait identitas dan profil pemilik manfaat,
mudah bagi pemilik manfaat itu untuk kemudian mengalihkan alamat, aset, atau bahkan
membentuk korporasi baru - bahkan dengan yurisdiksi di negara surga pajak.* Tulisan ini
mendukung argumen bahwa akurasi dan ketersediaan informasi tidak dapat dipisahkan satu
sama lain, fungsi utama dari rezim mengenali pemilik manfaat justru terletak pada seberapa
berguna informasi itu bagi penegak hukum atau penyelenggara kebijakan publik.®!

50 perkasa., Anugerah dan Sasongko., Joko Paniji. (2 September 2016). Jejak Pemilik BILLY INDONESIA
Sampai British Virgin Islands. CNN News Indonesia.
Offshore Leaks: Panama Papers. (2016). Emi Sukiati Lasimon. The International Consortium of Investigative
Journalists.

51 Knobel., Andres. (2023). Why beneficial ownership frameworks aren't working and what to do about it. Tax
Justice Network.
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Tabel 8.

Pelaporan pemilik manfaat oleh korporasi yang terlibat
dalam beberapa kasus korupsi di sektor pertambangan

Kasus Korupsi

Kasus suap Nur
Alam

Korporasi Terkait

ANUGRAH HARISMA BARAKAH, PT

Laporan Pemilik Manfaat

Emi Sukiati Lasimon

BILLY INDONESIA, PT

BILLY INTERNATIONAL, PT

Kasus suap Eni
Maulani Saragih

ASMIN KOALINDO TUHUP, PT

Tidak melaporkan

BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL,
PT

Vera Likin

Kasus
(dugaan suap)
Abdul Gani
Kasuba

PRISMA UTAMA, PT

Maizon Lengkong

DUTA HALSEL MINING, PT

Tidak melaporkan

DUTA HALMAHERA ABADI, PT

Tidak melaporkan

MOLAGINA PERSADA TAMBANG, PT

Joko Surono

PELITA JAYA SEJAHTERA SAKSI, PT

Tidak melaporkan

TRIMEGAH BANGUN PERSADA, PT

e Maria Tiurma
e Julius Wahyu Kalaij

BIRINDA PERKASA JAYA, PT

Kristian Wuisan

NUSA HALMAHERA MINERALS, PT

e Maria Tiurma
e Julius Wahyu Kalaij
 Willem Mathias Natigor Kalaij

HALMAHERA SUKSES MINERAL, PT

Rusli Lohisto

BERKARYA BERSAMA HALMAHERA, PT

Tidak melaporkan

WASILE JAYA LESTARI, PT

Laurutzke Mantulameten

Kasus korupsi
kontrak tambang
ilegal TIMAH
TBK, PT

TININDO INTER NUSA, PT

e Bin Nahadi

e Heri Sunaryadi

e Andrijanto

oV Dyah Ayu Retno Kumalasari
e Hilman Hermawan

VENUS INTI PERKASA, CV

Tidak melaporkan

REFINED BANGKA TIN, PT

e John Lopulisa

e Yuliana Setiadi

e YAYASAN MATA GARUDA

o KOPERASI GARUDAYAKSA NUSANTARA

BANGKA JAYA ABADI, CV

Tidak melaporkan

RAJAWALI TOTAL PERSADA, CV

Tidak melaporkan

SARIWIGUNA BINASENTOSA, PT

e Pujiono Achmadi
e Surya Paloh
¢ Nasim Ahmed
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Korporasi Terkait Laporan Pemilik Manfaat

Kasus suap Nur Alam

Anugrah Harisma Barakah, PT Emi Sukiati Lasimon
BILLY INDONESIA, PT BILLY INTERNATIONAL, PT
Kasus suap Eni Maulani Saragih ‘
ASMIN KOALINDO TUHUP, PT Tidak melaporkan
BORNEO LUMBUNG ENERGI & i
METAL, PT Vera Likin

Kasus (dugaan suap) Abdul Gani Kasuba

PRISMA UTAMA, PT Maizon Lengkong
DUTA HALSEL MINING, PT Tidak melaporkan
DUTA HALMAHERA ABADI, PT Tidak melaporkan

MOLAGINA PERSADA TAMBANG, PT | Joko Surono

PELITA JAYA SEJAHTERA SAKSI, PT | Tidak melaporkan

TRIMEGAH BANGUN PERSADA, PT Maria Tiurma & Julius Wahyu Kalaij
BIRINDA PERKASA JAYA, PT Kristian Wuisan

Maria Tiurma; Julius Wahyu Kalaij;
NUSA HALMAHERA MINERALS, PT & Willem Mathias Natigor Kalaij

HALMAHERA SUKSES MINERAL, PT | Rusli Lohisto

BERKARYA BERSAMA HALMAHERA, .
PT Tidak melaporkan

WASILE JAYA LESTARI, PT Laurutzke Mantulameten

Kasus korupsi kontrak tambang ilegal TIMAH TBK, PT ‘

Bin Nahadi; Heri Sunaryadi; Andrijanto; V Dyah
DD s DO L Ayu Retno Kumalasari; & Hilman Hermawan.

VENUS INTI PERKASA, CV Tidak melaporkan

John Lopulisa; Yuliana Setiadi; Yayasan Mata
Garuda; Koperasi Garudayaksa Nusantara

BANGKA JAYA ABADI, CV Tidak melaporkan
RAJAWALI TOTAL PERSADA, CV Tidak melaporkan
SARIWIGUNA BINASENTOSA, PT Pujiono Achmadi; Surya Paloh; & Nasim Ahmed

REFINED BANGKA TIN, PT

Sumber: Laman sistem pemilik manfaat
dalam Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi.!
Daftar korporasi diperoleh dari:
1) Kasus suap Nur Alam’,
2) Kasus suap Eni Maulani Saragih’,
3) Kasus (dugaan suap) Abdul Gani Kasuba',
4) Kasus korupsi kontrak tambang ilegal TIMAH, TBK PT.'
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Studi kasus pelaporan pemilik manfaat

Seperti yang telah diuraikan juga pada bagian-bagian sebelumnya, pelaksanaan pelaporan
pemilik manfaat pada praktiknya tidak mudah untuk dilakukan. Korporasi-termasuk dalam
hal ini aset dan operasional usaha, dikelola melalui berbagai cara tidak hanya dalam bentuk
kepemilikan berbasis dokumen hukum seperti saham, tetapi juga berbagai perjanjian,
pengaturan, pengendalian materil yang bahkan berlapis-lapis.’? Untuk menilai lebih dalam
lagi implementasi prinsip mengenali pemilik manfaat, analisis studi kasus juga dilakukan
terhadap pelaporan pemilik manfaat oleh pelaku usaha pertambangan yang termasuk ke
dalam daftar 120 perusahaan dengan kontribusi terbesar tersebut. Studi kasus ini dipilih
dengan melihat perusahaan yang terhubung pada grup usaha lebih besar sehingga dapat
digunakan untuk saling membandingkan pelaporan korporasi yang diakui oleh entitas

induknya berada dalam satu grup usaha.

PELAPORAN PEMILIK MANFAAT PADA PERUSAHAAN
MITRABARA ADIPERDANA, TBK PT

Tabel 9.

Korporasi dalam lingkup grup MITRABARA ADIPERDANA, TBK PT
dan pemilik manfaat yang dilaporkan

Korporasi ‘ Status ‘ Pemegang Saham Pemilik Manfaat ‘
Ghan Djoe Hiang, Christian
Suharya, Daniel Suharya, Monica
WAHANA SENTOSA | Induk g’ﬁggﬁ}g’"légn‘zcﬂgn’% yani (q.q. | KENCANA PUTRA
CEMERLANG, PT perusahaan Ignatius Suh arya), Monica KENDARI, PT.
Handayani (q.q. Joshua
Suharya).
Maria Tiurma, Julius
MITRABARA Wahyu Kalaij, Willem
ADIPERDANA, TBK | P gzahaa” Z,V;"Xja’:“asraﬁ’(‘; TTOSA CEMERLANG, | yathias Natigor Kalaij,
PT » Masy, ’ Trulis Natascha
Wilhelmina Kalaij
Ghan Djoe Hiang, MITRABARA
ADIPERDANA, TBK PT, Helmy
BARADINAMIKA Perusahaan | Paramaditya, Richard Pardede, Maria Tiurma
MUDASUKSES, PT anak Khoirudin, Insinyur Haji Agus

Gurlaya Kartasasmita, Yo Angela
Soedjana.

52 Knobel., Andres. (2020). Beneficial ownership definitions: determining “control”

Justice Network.

unrelated to ownership. Tax
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BARADINAMIKA MUDASUKSES,

Saptodewo, Khoiruddin, Thiang
Thai Wel, Yo Angela Soedjana,
Siddarth Nath.

MITRA MALINAU Perusahaan | PT, MITRABARA ADIPERDANA, g 3
ENERGI, PT anak TBK PT, Yulius Leonardo, Ghan Djoe Hiang
Khoirudin, Yo Angela Soedjana.
Insinyur Syadaruddin, Juharta
Halim alias Johny Turkanda,
MITRA ALAM ! '
Perusahaan | Khoirudin, BARADINAMIKA . .
DAHARISENTOSA. | anak MUDASUKSES, PT, MITRABARA | Ghan Djoe Hiang
ADIPERDANA, TBK PT, Yulius
Leonardo.
BARADINAMIKA MUDASUKSES,
Perusahaan | PT, MITRABARA ADIPERDANA,
%Z%%Ug? anak tidak | TBK PT, Yulius Leonardo, Ghan Djoe Hiang
’ langsung Khoirudin, Yo Angela Soedjana,
Dani Prastiadi.
MITRA MALINAU ENERGI, PT,
Perusahaan | BARADINAMIKA MUDASUKSES, A .
T;SI‘TI%IU;ITUAU anak tidak | PT, Juharta Halim Als J.T., Helmy gﬁggﬁrcgn, Christian
’ langsung Paramaditya, Daniel Suharya, Yo y
Angela Soedjana, Khoirudin.
MITRA ALAM BAHARI SENTOSA,
MITRADELTA Perusahaan | ,ﬁ’ﬂ’iﬂ‘, (’)V’LAURG’#(;’ “éDgt’;’,f j’A'
BAHARI PRATAMA, | anak tidak ’ , Y ] Ghan Djoe Hiang, Ani
PT lanasun Darmawan, Jacky, Khoiruddin,
gsung Rizky Darmawan, Insinyur
Syadaruddin, Yulius Leornardo.
Hendri Guntara, Johanna Zakaria,
Pringadi Karlim, DUTA
DUTA BARA UTAMA, Vent RESOURCES ENERGY, PT, DUTA BERKAH HIKMAH
PT entura INVESTAMA NUSANTARA, PT, ENERGI, PT
Randy Angkosubroto, Winarso
Toreh, MBA,.
MASDAR MITRA SOLAR
HOLDING RSC LIMITED, PT,
MITRABARA ADIPERDANA, TBK
MASDAR MITRA PT, Fatima Mohamed EID
SOLAR RADIANCE, Ventura Almadhloum Alsuwaidim Hans Tidak ditemukan
PT Kartika Putra, Widyatama D

Sumber: Laporan Tahunan 2023 MITRA dan laman sistem pemilik manfaat
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Dalam Laporan Tahunan MITRABARA ADIPERDANA, TBK PT pada tahun 2023, disebutkan:
"Kepemilikan saham Perseroan paling sedikit 5% (lima persen) tercantum dalam Laporan
Tahunan Perseroan”. Pernyataan ini disampaikan di sebelah kolom Rekomendasi: “Laporan
Tahunan Perseroan mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham
Perseroan paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam
kepemilikan saham Perseroan melalui pemegang saham utama dan pengendali”. Kemudian
pada kolom terakhir disebutkan: Sudah diterapkan.

Tetapi, ketika fungsi pencarian teks di dalam dokumen yang sama dilakukan. Tidak ada
satupun frasa "pemilik manfaat" dapat ditemukan selain pada tabel tersebut. Dokumen itu
memilih menggunakan frasa “pemegang saham pengendali akhir" dan menyebutkan nama
Nyonya Ghan Djoe Hiang sebagai pemilik manfaat, atas perusahaan induk dari MITRABARA
ADIPERDANA, TBK PT. Sehingga, ketimbang menyebut pemilik manfaat dari MITRABARA,
laporan itu lebih memilih melaporkan pengendali akhir dari perusahaan grup induknya, yaitu
WAHANA SENTOSA CEMERLANG, PT. Dalam pengendalian Ghan Djoe Hiang, istri almarhum
mantan taipan batubara Indonesia, Athanasius Tossin Suharya, patriark grup BARAMULTI®,
setidaknya melalui MITRABARA, termasuk 6 anak perusahaan melalui perusahaan
perantaranya dan ventura dengan 2 korporasi lain (lihat Tabel 9 di bawah).

Persoalannya, keseluruhan perusahaan itu melaporkan informasi pemilik manfaatnya dengan
carayang berbeda satu sama lain. Sebagai misal, meski Laporan Tahunan 2023 menyebutkan
nama Ghan Djoe Hiang, sebagai pengendali utama, induk perusahaan WAHANA SENTOSA
CEMERLANG, PT justru melaporkan korporasi lain, yaitu KENCANA PUTRA KENDARI, PT
sebagai pemilik manfaat. Padahal KENCANA PUTRA KENDARI, PT sama sekali tidak memiliki
saham terhadap WAHANA SENTOSA CEMERLANG, PT. Tidak jelas, bagaimana sebuah
korporasi dapat mengatur atau mengendalikan perusahaan lain tanpa adanya kepemilikan
saham.

Sepertinya, satu pola dengan nama Maria Tiurma, nama KENCANA PUTRA KENDARI, PT
sebagai pemilik manfaat juga ditemukan dilaporkan sebagai pemilik manfaat oleh korporasi
lain. Misalnya, BARA ALAM UTAMA, PT dan VALE INDONESIA, TBK PT. Padahal, jelas
keduanya berada dalam grup usaha yang berbeda. Sementara itu, seperti yang dibahas di
bagian sebelumnya, KENCANA PUTRA KENDARI, PT justru kembali melaporkan Maria Tiurma
dan SHANTOU MARIA INVESTMENT, CO LTD sebagai pemilik manfaatnya.

Dengan demikian dari 8 (delapan) perusahaan yang secara langsung dan tidak langsung
diakui sebagai bagian dari grup, hanya 4 (empat) diantaranya yang secara terbuka
melaporkan Ghan Djoe Hiang - tentu ini dengan asumsi bahwa benar profil tersebut memang
mengendalikan grup MITRABARA.

53 Forbes. (2023). Profil: Ghan Djoe Hiang. Menurut catatan Forbes, secara keseluruhan grup Baramulti saat ini
memiliki 11 konsesi batubara di Kalimantan dan Sumatera, Indonesia.
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PELAPORAN PEMILIK MANFAAT PADA GANE PERMAI SENTOSA, PT

Tabel 10.

Korporasi dalam lingkup grup TRIMEGAH BANGUN PERSADA, TBK PT
dan pemilik manfaat yang dilaporkan

Status Pemegang Saham Pemilik Manfaat

Korporasi

HARITA
JAYARAYA, PT

Entitas
induk

HARITA GUNA DHARMA BHAKTI,
PT, Lim Gunardi Hariyanto, Lim
Lisa Rita Indriawati, Lim Gunawan
Hariyanto, Rita Indriawati, Doktor
Lim Hariyanto Wijaya Sarwono,
Willy Heriadi.

Maria Tiurma, Truli
Natascha

TRIMEGAH
BANGUN
PERSADA, PT

Perusahaan
utama

CITRA DUTA JAYA MAKMUR, PT,
HARITA JAYARAYA, PT, Roy Arman
Arfandy, Suparsin Darmo Liwan,
Lim Sian Choo, Tonny H Gultom,
Younsel Evand Roos, Donald J
Hermanus, Darjoto Setyawan
Suryadi Sasmita, Masyarakat.

Maria Tiurma, Julius
Wahyu Kalaij

GANE TAMBANG
SENTOSA, PT

Perusahaan
anak

Donald J Hermanus, Meris Wiryadi,
HARITA JAYARAYA, PT, TRIMEGAH
BANGUN PERSADA, PT, Tonny H
Gultom.

HARITA JAYARAYA,
PT

GANE PERMAI
SENTOSA, PT

Perusahaan
anak

Donald J Hermanus, TRIMEGAH
BANGUN PERSADA, PT, HARITA
JAYARAYA, PT, Tonny Hasudungan
Gultom.

HARITA JAYARAYA,
PT

OBI ANUGERAH
MINERAL, PT

Perusahaan
anak

CITRA DUTA JAYA MAKMUR, PT,
GANE PERMAI SENTOSA, PT,
Tonny Hasudungan Gultom, Robby
Irfan Rafianto, Donald Jhonny
Hermanus.

Lim Gunawan
Hariyanto

JIKODOLONG
MEGAH PERTIWI,
PT

Perusahaan
anak

Donald Jhonny Hermanus,
Heribertus P Budiriawan, CITRA
DUTA JAYA MAKMUR, PT, GANE
PERMAI SENTOSA, PT, Robby Irfan
Rafianto.

Lim Gunawan
Hariyanto

MEGAH SURYA
PERTIWI, PT

Perusahaan
anak

Beny Dictus Suwardiyanto, Donald
J Hermanus Gao, Wihua,
Heribertus P Budiriawan, Jiang,
Dongxia, Lim Gunardi Hariyanto,
Meris Wiryadi, GANE PERMAI
SENTOSA, PT, TRIMEGAH BANGUN
PERSADA, PT, Roy Arman Arfandy,
Xiao, Lufeng, Xinxing Qiyun
Investment, Zhao, Jianfeng.

TRIMEGAH BANGUN
PERSADA, PT
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Agus Santoso Suwanto, Donald J
Hermanus, Honky Harjo, Gunawan
OBIRA MITRA Perusahaan | Hariyanto, SARANA CIPTA

JAYA, PT anak MULTINIAGA, PT, TRIMEGAH
BANGUN PERSADA, PT, Tonny H
Gultom, Roy Arman Arfandy.

Maria Tiurma, Truli
Natascha, Rita
Indriawati

Andy Untono, Donald J Hermanus,
LYGEND RESOURCES &
TECHNOLOGY, CO., LTD., OBIRA,
MITRA JAYA, PT, Robby Irfan
Rafianto, Tonny H Gultom, Yu, Hai,
Hendrik Suherman, Zhao, Xiao,
Song, Zhen.

HALMAHERA

JAYA FERONIKEL, Pe’“sataa"
PT ana

Lim Gunawan
Hariyanto

Sumber: https://tbpnickel.com/about-us/subsidiaries

Dari keseluruhan 7 entitas anak dan entitas utama maupun induknya, korporasi di grup itu
melaporkan pemilik manfaatnya dengan cara yang berbeda-beda. Ada korporasi yang
melaporkan keluarga Lim sebagai pendiri grup Harita itu, sebagaimana laporan tahunan
perusahaan grup, ada juga yang melaporkan korporasi induknya, tetapi ada juga yang
melaporkan nama-nama seperti Maria Tiurma. Perbedaan ini memungkinkan, publik untuk
terkecoh apabila pembacaan data pemilik manfaat dilakukan tanpa memahami struktur
perusahaan dalam grup itu. Apalagi kalau grup usahanya memiliki struktur dengan banyak
korporasi antara yang tidak selalu memiliki informasi yang terbuka terkait struktur
kepemilikannya.

Nama korporasi GANE PERMAI SENTOSA, PT mencuat ketika Stevi Thomas, Direktur
TRIMEGAH BANGUN PERSADA, PT didakwa oleh Jaksa karena diduga memberikan suap
kepada mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba pada Maret 2024 lalu.%* Menurut
Laporan Tahun 2023 TRIMEGAH BANGUN PERSADA, PT, perusahaan itu dibeli dari HARITA
JAYARAYA, PT pada akhir 2023 lalu dan meningkatkan proporsi sahamnya terhadap GANE
PERMAI hingga 99 persen.%® Sementara itu, dalam laporannya kepada sistem pendaftaran
pemilik manfaat yang dikelola Kemenkumham, GANE PERMAI SENTOSA, PT melaporkan
pemilik manfaatnya adalah korporasi lain, yaitu HARITA JAYARAYA, PT yang merupakan
entitas induk dari grup itu.

54 Nuralam., Candra Yuri. (7 Maret 2024). Stevi Thomas Didakwa Suap Gubernur Nonaktif Malut untuk
Kebutuhan Harita Group. Metrotvnews.

% TRIMEGAH BANGUN PERSADA, TBK PT. (2024). Laporan Tahunan 2023.
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Beroperasi sejak 2011 lalu, bersama entitas intinya, TRIMEGAH, GENE PERMAI SENTOSA, PT
mengelola lokasi tambang nikel di Maluku dan mendorong pengembangan bisnisnya hingga
saat ini meliputi 7 entitas anak lainnya, termasuk diantaranya untuk pengembangan
pengolahan nikel.*® Dalam dokumen laporan tahunan yang sama, disebutkan dengan istilah
pemegang saham utama atau pengendali meliputi tiga individu, yaitu Lim Hariyanto Wijaya
Sarwono, Lim Gunawan Hariyanto, dan Lim Gunardi Hariyanto. Patriark keluarga Lim awalnya
bergerak di komoditas sawit melalui grup usaha BUMITAMA AGRI, menurut Forbes saat ini
merupakan orang terkaya di dunia nomor 812, terutama sepertinya setelah berhasil
mengembangkan bisnis nikelnya melalui grup usaha HARITA.%’

Sama seperti grup sebelumnya, grup usaha ini pun tidak bisa secara optimal melaporkan
profil pemilik manfaat yang lebih sesuai dan mendekati terhadap pengendali utamanya, yaitu
Lim Gunardi Hariyanto, atau anggota keluarga Lim lainnya. Total dari 9 (sembilan)
perusahaan yang dikumpulkan datanya dan diakui oleh grup itu sebagai bagian dari struktur
kepemilikan usahanya, hanya 3 (tiga) korporasi itu yang kemudian melaporkan Lim Gunawan
Hariyanto sebagai pemilik manfaatnya. Sementara sisanya, melaporkan korporasi lain atau
bahkan individu yang sama sekali tidak terhubung seperti “Maria Tiurma".

Sumber Foto : stockvault.net

% TRIMEGAH BANGUN PERSADA, TBK PT. (2024). Laporan Tahunan 2023.

57 Forbes. (2023). Profil: Lim Hariyanto Wijaya Sarwono.
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Bahasan dan Seruan Penguatan

enelitian terhadap 120 perusahaan dengan kontribusi terbesar terhadap penerimaan

negara di sektor pertambangan mengungkap paradoks menarik. Meskipun tingkat

kepatuhan administratif mereka tinggi, data yang dilaporkan tidak sepenuhnya
memberikan gambaran akurat tentang profil industri. Informasi ini memberikan gambaran
kemungkinan terjadinya kesenjangan yang luas antara kepatuhan formal dan kualitas
informasi yang disajikan. Sebagaimana yang diuraikan dalam dua studi kasus yang
dikumpulkan, pelaporan pemilik manfaat tidak dilakukan secara konsisten bahkan untuk
perusahaan-perusahaan dalam satu grup yang sama. Pelaporan yang demikian memiliki
dampak yang sama dengan akurasi atau kelengkapan, justru memperlihatkan seolah sedang
berupaya menyembunyikan pemilik manfaat sebenarnya. Hal ini ditengarai dapat
mempersulit identifikasi individu yang memiliki kendali atau kepentingan signifikan dalam
perusahaan.
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https://foto.wuestenigel.com/two-businessman-standing-next-to-distance-text-on-wooden-blocks/

Untuk memastikan data yang dilaporkan benar-benar efektif dalam upaya pencegahan
pencucian uang dan pendanaan terorisme, diperlukan verifikasi intensif terhadap seluruh
informasi pemilik manfaat yang disampaikan oleh korporasi pertambangan. Verifikasi ini
bukan hanya soal memastikan keabsahan data, tetapi juga untuk mengurai struktur
kepemilikan kompleks yang kerap digunakan untuk menyembunyikan identitas pemilik
sebenarnya atau menghindari pajak dan regulasi hukum. Verifikasi bisa diprioritaskan dengan
menelusuri nama individu yang terdaftar sebagai pemilik manfaat perusahaan di banyak
perusahaan, seperti yang ada di Gambar 6 dalam temuan kami.®®

Selain itu, verifikasi juga dapat diprioritaskan bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di
yurisdiksi asing, khususnya yurisdiksi yang terkenal sebagai negara suaka pajak yang dikenal
luas menawarkan kerahasiaan identitas bagi perusahaan yang terdaftar di negara tersebut.*®
Perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan yang kompleks—lebih dari 1 layer
kepemilikan—juga perlu diverifikasi lebih lanjut.?® Setidaknya, perusahaan yang memiliki
kepemilikan lebih dari 3 lapis (layers) sudah seharusnya dianggap berisiko tinggi dan perlu
verifikasi lebih lanjut-the three-layer test '

Lebih lanjut, sektor pertambangan di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan kekuasaan
politik. Identifikasi terhadap individu-individu dengan pengaruh politik signifikan (PEPSs)
dalam industri ini menunjukkan betapa sektor pertambangan sangat dipengaruhi oleh
dinamika politik. Hal ini menciptakan kerentanan terhadap benturan kepentingan dan
meningkatkan risiko korupsi. Ketika tokoh politik terlibat dalam kepemilikan atau
pengendalian perusahaan tambang, potensi penyalahgunaan kekuasaan semakin besar—baik
melalui penyimpangan regulasi maupun pengaruh terhadap keputusan pemerintah yang
menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Situasi ini menyerukan urgensi reformasi mendalam dalam pelaporan dan verifikasi pemilik
manfaat di sektor pertambangan. Tujuannya jelas: memastikan transparansi, mengurangi
benturan kepentingan, dan mencegah korupsi yang melibatkan kekuatan politik. Tanpa
langkah tegas untuk memperbaiki sistem pelaporan dan penegakan regulasi yang lebih ketat,
risiko ini akan terus berlanjut, menghambat upaya Indonesia dalam menciptakan industri
pertambangan yang bersih, adil, dan berkelanjutan. Penanganan terhadap kasus-kasus
korupsi di sektor pertambangan memperlihatkan bagaimana ketidakakuratan dan
ketidakpatuhan dalam pelaporan pemilik manfaat terus menjadi hambatan utama dalam
penegakan hukum. Padahal, sudah banyak petunjuk yang menjelaskan bagaimana orang-
orang dengan jabatan berpengaruh mendirikan perusahaan sebagai alat untuk melakukan
kejahatan.

58 Salah satu red flag penting dalam pelaporan pemilik manfaat adalah nama seorang pemilik manfaat
perusahaan turut terdaftar di banyak perusahaan lainnya. Lihat Global Witness. (2018). The Companies We

Keep.
5 Tax Justice Network. (14 November 2020). Tax Havens and Secrecy Jurisdictions.

60 Berkhout., Richard dan Fernando., Francisca. (2022). Unmasking Control: A Guide to Beneficial Ownership
Transparency.

61 De Willebois, E. V. D. D., Halter, E. M., Harrison, R. A, Park, J. W & Sharman, J.C. (2011).
The Puppet Masters: How the Corrupt Use L egal Structures to Hide Stolen Assets and What To Do About It.
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Lampiran 1.

Daftar Perusahaan Pertambangan
dan Laporan Pemilik Manfaat

Lampiran

NAMA PERUSAHAAN PEMILIK MANFAAT ‘ KRITERIA
ADARO INDONESIA, PT GARIBALDI THOHIR E
ADARO INDONESIA, PT CHRISTIAN ARIANO RACHMAT E
ADARO INDONESIA, PT CRESCENTO HERMAWAN E
ADARO INDONESIA, PT MICHAEL W P SOERYADJAYA E
ADIDAYA TANGGUH, PT TENG TIEN ENG MOSES F
ADIMITRA BARATAMA NUSANTARA, PT IYAN PERMANA A
AGINCOURT RESOURCES, PT MARIA TIURMA E,G
AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA, PT AGOES PROJOSASMITO F
ANEKA TAMBANG TBK, PT MARIA TIURMA E F,G
ANEKA TAMBANG TBK, PT JULIUS WAHYU KALAIJ E F
ANEKA TAMBANG TBK, PT DANIEL WAHYU KALAIY A B
ANEKA TAMBANG TBK, PT WILLEM MATHIAS NATIGOR KALAIJ B,C
ANGSANA JAYA ENERGI, PT AUTUM PRIMA INDONESIA, PT A, B,CD
ANTANG GUNUNG MERATUS, PT MARIA TIURMA E,F,G
ARUTMIN INDONESIA, PT JULIUS WAHYU KALAIJ A
ARZARA BARAINDO ENERGITAMA, PT SEPARI ENERGY, PT A B,CD
ASMIN BARA BRONANG, PT MARIA TIURMA E F.G
BANGUN BANUA PERSADA KALIMANTAN, PT | ANTHONY PUTIHRAI F
BANGUNNUSANTARA JAYAMAKMUR, PT SUSILO SUDARMO AB,CD
BANJARSARI PRIBUMI, PT HANDOKO ANINDYA TANUADJI F
BARA ALAM UTAMA, PT INDAH AGUNG MANDIRI, PT A B
BARA ALAM UTAMA, PT KENCANA PUTRA KENDARI, PT A B
BARA ANUGRAH SEJAHTERA, PT HANDOKO ANINDYA TANUADJI F
BARA KUMALA SAKTI, PT DIDI MARSONO F
BARA TABANG, PT LOW TUCK KWONG AB,CD
BARAMULTI SUKSESSARANA, PT MARIA TIURMA E F,G
BARAMULTI SUKSESSARANA, PT JULIUS WAHYU KALAIJ E F
BARAMULTI SUKSESSARANA, PT WILLEM MATHIAS NATIGOR KALAIJ E F
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BARAMULTI SUKSESSARANA, PT TRULI NATASCHA WILHELMINA KALAIJ F.G
BARAMUTIARA PRIMA, PT SHANTOU MARIA INVESTMENT, COLTD F
BARAMUTIARA PRIMA, PT SHANTOU JINJIA TRADING, CO LTD F
BARAMUTIARA PRIMA, PT MARIA TIURMA E F,G
BERAU BARA ENERGI, PT STEVE KASMUN F
BERAU BARA ENERGI, PT HENDRIK PALIT F
BERAU BARA ENERGI, PT BELLAMY SUHENDRA F
BERAU COAL, PT STEVE KASMUN F
BERKAT BUMI PERSADA, PT HERRY HERMAWANTO D
BHARINTO EKATAMA, PT SHANTOU MARIA INVESTMENT, COLTD A B,D
BHARINTO EKATAMA, PT MARIA TIURMA E .G
BHUMI RANTAU ENERGI, PT GARIBALDI THOHIR F
BHUMI RANTAU ENERGI, PT ZAINAL HADI HAS HB F
BINA INSAN SUKSES MANDIRI, PT ANDI ANZHAR CAKRA D
BINTANGDELAPAN MINERAL, PT HALIM MINA F
BINUANG MITRA BERSAMA BLOK DUA, PT WINARMAN HALIM A
BORNEO INDOBARA, PT LINDASURYASARI WIJAYA L F
BORNEO INDOBARA, PT INDRA WIDJAJA F
BORNEO INDOBARA, PT MUKTAR WIDJAJA F
BORNEO INDOBARA, PT FRANKY OESMAN WIDJAJA F
BUKIT ASAM PERSERO TBK, PT MARIA TIURMA E F,G
BUKIT ASAM PERSERO TBK, PT SALMAN EL FARISY F
BUMI SUKSESINDO, PT EDWIN SOERYADJAYA F
BUMI SUKSESINDO, PT WINATO KARTONO F
CAHAYA ENERGI MANDIRI, PT ZUHAIRIE A B
CITRA PALU MINERALS, PT MARIA TIURMA E F,G
CITRA PALU MINERALS, PT WILLIAM A
DIZAMATRA POWERINDO, PT DJAN FARIDZ F
DUTA TAMBANG REKAYASA, PT ARIFIN PANIGORO F
DUTADHARMA UTAMA, PT ANDY ANTOFAT D
FAJAR BHAKTI LINTAS NUSANTARA, PT LI, MINGHONG F
FIRMAN KETAUN PERKASA, PT LOW TUCK KWONG E F,G
FREEPORT INDONESIA, PT FRANS WIJAYA A
FREEPORT INDONESIA, PT MUHAMMAD HAMID A
FREEPORT INDONESIA, PT JASON MANURUNG E
FREEPORT INDONESIA, PT TETTY BR MANURUNG E

GAG NIKEL MARIA TIURMA B,C,D
GAG NIKEL DANIEL WAHYU KALAIY B,C,D
GANDA ALAM MAKMUR, PT YOON CHUNG SUNG F
GANDA ALAM MAKMUR, PT TJHIE SUGIANTO F
GANE PERMAI SENTOSA, PT HARITA JAYARAYA, PT A,B,CD
GENBA INDO RESOURCES, PT HONG YUH ASSETS MANAGEMENT, COLTD | A
GLOBALINDO INTI ENERGI, PT WILLEM LOUIS CHAREL KALAIJ A,B,CD
GLOBALINDO INTI ENERGI, PT SUMIHAR MANURUNG A B
GLOBALINDO INTI ENERGI, PT MARIA TIURMA KALAIJ A, B,CD,E
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INDEXIM COALINDO, PT ALITA DINAMIKA PERSADA, PT A B
INDEXIM COALINDO, PT MARIA TIURMA F,G
INDOMINCO MANDIRI, PT SHANTOU MARIA INVESTMENT, COLTD A B, C
INDOMINCO MANDIRI, PT WILLEM MATHIAS NATIGOR KALAIJ F
INDOMINCO MANDIRI, PT JULIUS WAHYU KALAIJ E
INJATAMA, PT FU WOO MINING INDONESIA, PT A B
INJATAMA, PT YANG ELIZABETH LINK F
INSANI BARAPERKASA, PT AGUS SALIM A B,CD
INTERNASIONAL PRIMA COAL, PT MARIA TIURMA E F,G
INTI BARA PERDANA, PT BEBBY HUSSY F

J RESOURCES BOLAANG MONGONDOW, PT | JIMMY BUDIARTO F
JAAHNAVI PRIMA MAKMUR, PT ANGELO FERNANDUS F
JAAHNAVI PRIMA MAKMUR, PT ANITA SUSANTI F
JAAHNAVI PRIMA MAKMUR, PT IMELDA NIRWANA ADJI F
JEMBAYAN MUARABARA, PT SEPARI ENERGY, PT AB,CD
JOGJA MAGASA IRON, PT BOBI SANDI F
JORONG BARUTAMA GRESTON, PT MARIA TIURMA A B,C,D,E
KALIMANTAN ENERGI LESTARI, PT :;/I.II.EE{E?SM ENERGY ASSET MANAGEMENT, A B,CD
KALTIM JAYA BARA, PT DJOHANSYAH RAMLIE E F.G
KALTIM PRIMA COAL, PT JULIUS WAHYU KALAIJ A
KARYA BUMI BARATAMA, PT CHANG SEON YOON E F.G
KARYA CEMERLANG PERSADA, PT LINDASURYASARI WIJAYA L F
KARYA CEMERLANG PERSADA, PT INDRA WIDJAJA F
KARYA CEMERLANG PERSADA, PT MUKTAR WIDJAJA F
KARYA CEMERLANG PERSADA, PT FRANKY OESMAN WIDJAJA F
KARYA INTI SAKTI BARA, PT SRIKANTH CHILAPPAGARI AB,CD
KARYA PUTRA BORNEO, PT KENNEDY PERKASH NANIK F
KARYATAMA KONAWE UTARA,PT DENWAY DEVELOPMENT, LTD A, B,CD
KASONGAN BUMI KENCANA, PT MARIA TIURMA A B F
KAYAN PUTRA UTAMA COAL, PT JUANDA LESMANA A, B,C,D
KENDILO COAL INDONESIA, PT AGUS SUKOCO B
KHOTAI MAKMUR INSAN ABADI, PT MARIA TIURMA A B
KIDECO JAYA AGUNG, PT DANIEL WAHYU KALAIY B,C,D
KIDECO JAYA AGUNG, PT JULIUS WAHYU KALAIJ B,C,D
KITADIN, PT MARIA TIURMA G

KRIDA MAKMUR BERSAMA, PT PARAM MITRA COAL MOVERS, PT A

KRIDA MAKMUR BERSAMA, PT YUSI ANANDA F
KUSUMA RAYA UTAMA, PT KUSMALINGGA WIDJAJA F

KUTAI ENERGI, PT LUHUT PANDJAITAN F

LAHAI COAL, PT MARIA TIURMA E

LAHAI COAL, PT DANIEL WAHYU KALAIY B,C,D
LANNA HARITA INDONESIA, PT LANNA RESOURCES PUBLIC, CO LTD A B,C
LASKAR SEMESTA ALAM, PT GARIBALDI THOHIR E
LASKAR SEMESTA ALAM, PT CHRISTIAN ARIANO RACHMAT E

Laporan Pemilik Manfaat Perusahaan Tambang di Indonesia | 51




LASKAR SEMESTA ALAM, PT CRESCENTO HERMAWAN E
LASKAR SEMESTA ALAM, PT MICHAEL W P SOERYADJAYA E
LEMBUSWANA PERKASA, PT TIDAK DITEMUKAN KOSONG
MAHAKAM SUMBER JAYA, PT MARIA TIURMA A
MAHAKAM SUMBER JAYA, PT PEMILIK NOSTRO BRI REMITTANCE, COLTD | A,B,D
MAHANADI PRIMA MAKMUR, PT ANGELO FERNANDUS F

MAHANADI PRIMA MAKMUR, PT

ANITA SUSANTI

MAHANADI PRIMA MAKMUR, PT

IMELDA NIRWANA ADJI

MANAMBANG MUARA ENIM, PT

BENJAMIN JIARAVANON

MANDIRI INTIPERKASA, PT

EDDY SUGIANTO

MARUNDA GRAHAMINERAL, PT

MARIA TIURMA

MEARES SOPUTAN MINING, PT

PETER SONDAKH

MEGAPRIMA PERSADA, PT

LEE SANG MOO

vs)

MIFA BERSAUDARA, PT

DANIEL WAHYU KALAIY

MIFA BERSAUDARA, PT

JULIUS WAHYU KALAIJ

>>|>|m|>|m|m|m|m
o
o
o

MIFA BERSAUDARA, PT DEDI HIDAYAT F

MIFA BERSAUDARA, PT HENDRI NALDI E
MINEMEX INDONESIA, PT SUBRAMANIAN ALAGAPPAN E F,G
MITRA SETIA TANAH BUMBU, PT CHANDRASEKARAN VAIDHIESWARAN F
MITRABARA ADIPERDANA, TBK PT MARIA TIURMA E .G
MITRABARA ADIPERDANA, TBK PT JULIUS WAHYU KALAIJ E F
MITRABARA ADIPERDANA, TBK PT WILLEM MATHIAS NATIGOR KALAIJ EF
MITRABARA ADIPERDANA, TBK PT TRULI NATASCHA WILHELMINA KALAIJ A B
MUARA ALAM SEJAHTERA, PT MAHIR MUDA PRATAMA A D
MULTI HARAPAN UTAMA, PT ZAENAL E F.G
MULTI HARAPAN UTAMA, PT INDAH PUSPITASARI A

MULTI HARAPAN UTAMA, PT NAJWA SHIHAB A

MULTI HARAPAN UTAMA, PT BUDI MARDIONO A B
MULTISARANA AVINDO, PT SOHAT CHAIRIL F

MULTI SARANA PERKASA, PT FELIXBELANUSA PIETER E

MULTI TAMBANGJAYA UTAMA, PT INDIKA INDONESIA RESOURCES, PT A,B,CD
NATARANG MINING, PT GAUTAMA HARTARTO E
NUANSACIPTA COAL INVESTMENT, PT DARMA PUTRA WATI F
NUANSACIPTA COAL INVESTMENT, PT TIEN F

NUSA HALMAHERA MINERALS, PT MARIA TIURMA A.B,C,D,EF
NUSA HALMAHERA MINERALS, PT JULIUS WAHYU KALAIJ A BCD
NUSA HALMAHERA MINERALS, PT WILLEM MATHIAS NATIGOR KALAIJ AB,C
BARAMARTA, PD TIDAK DITEMUKAN KOSONG
PERKASA INAKAKERTA, PT LOW TUCK KWONG A,B,CD
PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA, PT LIM GUNAWAN HARIYANTO F
PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA, PT MEITY SUBIANTO F
PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA, PT TP RACHMAT L R IMANTO F

PIPIT MUTIARA JAYA, PT KRISTIANTO KANDI SAPUTRO A, B,CD
PRIMA MULIA SARANA SEJAHTERA, PT MARIA TIURMA E F,G
PROLINDO CIPTA NUSANTARA, PT HENRY SOETIO F
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RANTAUPANJANG UTAMABHAKTI, PT POLANA BOB FRANCISCUS A B,CD
RANTAUPANJANG UTAMABHAKTI, PT WILSON WIDJAJA AB,CD
RANTAUPANJANG UTAMABHAKTI, PT HANIFAH HUSEIN AB,CD
RANTAUPANJANG UTAMABHAKTI, PT HARIS AB,CD
RINJANI KARTANEGARA, PT TIDAK LAPOR KOSONG
ROHUL ENERGI INDONESIA, PT HENDRY CHAYADI BONG F

SAGO PRIMA PRATAMA, PT JIMMY BUDIARTO F
SANTAN BATUBARA, PT LEMBANG ASRI RESORT E
SANTAN BATUBARA, PT MARIA TIURMA E
SELUMA PRIMA COAL, PT VENKATASWAMY D
SINGLURUS PRATAMA, PT LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY, LTD | A,B,C
SUNGAI DANAU JAYA, PT KARUNIA MITRA BERKAT, PT A B,CD
SUPRA BARAENERGI, PT SUMITRA A.B,CD
SUPRA BARA ENERGI, PT SARITA A B,CD
SUPRABARI MAPANINDO MINERAL, PT JULIUS WAHYU KALAIJ A
SUPRABARI MAPANINDO MINERAL, PT MARIA TIURMA E F.G
SUPRABARI MAPANINDO MINERAL, PT WILLEM MATHIAS NATIGOR KALAIJ F
TAMBANG DAMAI, PT LAWRENCE BARKI F,G
TEGUH SINAR ABADI, PT LOW TUCK KWONG A B,CD
TIMAH (PERSERO) TBK, PT MARIA TIURMA AB,C,D,EFG
TRISENSA MINERAL UTAMA, PT UMMUL KHAIR A
TRISENSA MINERAL UTAMA, PT IYAN PERMANA A
TRUBAINDO COAL MINING, PT SHANTOU MARIA INVESTMENT, COLTD AB,C
TRUBAINDO COAL MINING, PT JULIUS WAHYU KALAIJ E F,G
TUNAS INTI ABADI, PT THOMAS CHRISTIAN E
TUNAS INTI ABADI, PT THOMAS WAHYU KALAIJ E

VALE INDONESIA TBK, PT HILMAN HERMAWAN A, B,CD
VALE INDONESIA TBK, PT PUJIONO ACHMADI A B,CD
VALE INDONESIA TBK, PT ANALTA AMIER AB,CD
VALE INDONESIA TBK, PT THOMAS CHRISTIAN A

VALE INDONESIA TBK, PT KENCANA PUTRA KENDARI, PT E,G
VALE INDONESIA TBK, PT OWEN PETRO BITUMEN C

WEDA BAY NICKEL, PT ANEKA TAMBANG, TBK PT D.F,G
WEDA BAY NICKEL, PT STRAND MINERALS, PTE LTD A, B,C,D
WELARCO SUBUR JAYA, PT SOHAT CHAIRIL F
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